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 RESUME 

  HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1  

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 

PADA IUPHHK-HT PT KELAWIT WANALESTARI 

 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima 

Karya Rev. L 01/04/2017 

g. Tim Audit : 1. Ir Indra Komara (Lead Auditor merangkap Auditor Produksi); 

2. Ir Marthen Edy (Auditor Ekologi); 

3. Ir Suhardi (Auditor Prasyarat & VLK Hutan); 

4. Ir Wasis Kuncoro (Auditor Sosial). 

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Kelawit Wanalestari 
b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HT : SK. 169/Menhut-II/2005 Tanggal 16 Juni 2005 
c. Luas : 22.065 Hektar 
d. Alamat Lokasi  : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur 
e. Alamat Kantor : Jl. H.M. Ardan No. 65 RT. 01 Kota Samarinda 
f. Email : supriyono.suparman@sinarmasforestry.com, 

Yuli.Inmaryoto@sinarmasforestry.com  
g. Susunan Pengurus : - Komisaris Utama : Lin Min Keng 

- Komisaris  : Effendi Saputra Tjua 

- Direktur Utama : Daniel Avian Karjadi 

- Direktur  : Donny Ingkiriwang 

h. Management Representatif : Arnold Siagian (Kepala HTI) 
 

 

 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
mailto:supriyono.suparman@sinarmasforestry.com
mailto:Yuli.Inmaryoto@sinarmasforestry.com
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

13 Desember 2017 

 

Dilakukan kepada : 

a. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Eko Bahariwanto Kasie PEHP BPHP 

Wil. XI Samarinda. 

b. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk Ir. Duratma Momo 

jabatan Kasi Perencanaan dan Tata 

Hutan. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan.  

Pertemuan Pembukaan Ruang Meeting BC 
Office Km 62  

Distrik Ponaq 

14 Desember 2017 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 
 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Ruang Meeting BC 
Office Km 62,  

Blok RKTUPHHK-
HTI Tahun 2017  

TPn dan TPK Hutan 
dan TPK Antara 

15 - 17 

Desember 2017 

Melakukan pengumpulan data melalui 
tinjauan dokumen, wawancara dan 
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1 
(satu) tahun terakhir serta menganalisa 
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 
Hutan.  
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Pertemuan Penutupan Ruang Meeting BC 
Office Km 62  

Distrik Ponaq 

18 Desember 2017 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 
temuan ketidaksesuaian.  
 
Terhadap temuan ketidaksesuaian 
diterbitkan LKS. 
 
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 
 

Perjalanan melalui darat 19 Desember 2017 Base Camp Km 62 – Samarinda 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

Samarinda, 

20 Desember 2017 

Dilakukan kepada : 

a. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Teguh Handoko KSBTU. 

b. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh H. Anwar Saleh Kabid. 

Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan.  

 

Pengambilan Keputusan 

Penilikan Ke-1 

Samarinda, 

29 Desember 2017 

a. PT Kelawit Wanalestari dinilai LULUS 
audit Penilikan Ke-1 PHPL dengan 
predikat SEDANG sesuai Lampiran 1.2. 
dan 2.1. Peraturan Direktur Jenderal 
PHPL  No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. 

b. Status S-PHPL PT Kelawit Wanalestari 
dipertahankan sesuai masa berlaku dan 
lingkup sertifikasinya. 
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4. HASIL  AUDIT : 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator No. 1.1  : Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas (PP, 

SK IUPHHK-HT, BukuTBT, Peta 

TBT) 

 

CD SEDANG 

(Turun) 

 

PT KWL memiliki dokumen legalitas perusahaan 

yang terdiri dari legalitas badan hukum 

perusahaan, SK IUPHHK-HT No. 169/Menhut-

II/2005 tanggal  16 Juni 2005 seluas ± 22.065 

Ha dengan lampirannya. Dokumen legalitas 

perusahaan dan operasional pengelolaan hutan 

yang lengkap dan sah. 

Namun untuk dokumen TBT, progres terakhir 

proses tata batas PT KWL adalah pelaksanaan 

rapat pembahasan rencana penataan batas 

areal kerja IUPHHK-HTI PT KWL oleh BPKH 

Wilayah IV Samarinda tanggal 09 Maret 2017 

dengan hasil rapat agar menyurati lagi ke 

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan 

Kawasan Hutan perihal rencana tata batas areal 

kerja PT KWL. 

1.1.2. 

Realisasi tata batas 

danlegitimasinya (BATB) 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT PT KWL 

periode 2008-2017 diketahui bahwa panjang 

batas luar yang direncanakan adalah 75,81 Km. 

Pelaksanaan tata batas areal kerja (batas luar) 

direncanakan tahun 2009 bekerjasama dengan 

pihak ketiga (konsultan tata batas) atau instansi 

yang berwenang. Sampai dengan berakhirnya 

tahun 2009 dan sampai sekarang penataan 

batas tidak terealisasi. 

Terdapat bukti upaya PT KWL untuk 

merealisasikan tata batas dengan pengeluaran 

biaya dan administrasi, terakhir melakukan 

rapat pembahasan peta batas dan peta kerja 

oleh BPKH wilayah IV Samarinda tanggal 09 

Maret 2017. 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

CD SEDANG 

(Tetap) 

 

Keberadaan areal IUPHHK-HT PT. Kelawit 

Wanalestari telah mendapat pengakuan secara 

yuridis dari pemerintah yang ditunjukan dengan 

terbitnya SK IUPHHK-HT. 

Selama 1 (satu) tahun terakhir upaya penataan 

batas PT Kelawit Wanalestari masih belum 

menunjukkan perkembangan yang berarti dan 

berada dalam pembahasan pedoman tata batas 

di BPKH Wilayah IV Samarinda.  

Pada tahun 2017 tidak terdapat hasil yang 

signifikan terkait penyelesaian konflik dan klaim 

lahan masih terus terjadi di lapangan. Namun 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

demikian PT KWL terus melakukan identifikasi 

dan upaya untuk menyelesaikan konflik secara 

terus menerus. 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier 

ini menjadiNot Aplicable. 

CD SEDANG 

(Tetap) 

 

Pada areal PT KWL terdapat perubahan fungsi 

kawasan dimana hasil overlapping Peta 

Kawasan Hutan yang merupakan Lampiran 

SK. Menhut Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014, 

tanggal 29 Agustus 2014 dengan lampiran 

peta areal kerja IUPHHK-HTI PT KWL diketahui 

bahwa sebagian kawasan hutan produksi (HP) 

PT KWL telah berubah fungsi menjadi APL 

seluas ± 4.447 Ha.  

Selanjutnya atas adanya perubahan tersebut 

dan sehubungan dengan akan berakhirnya 

RKUPHHK-HT PT KWL periode 2008-2017, 

maka PT KWL segera menyusun dokumen 

rencana jangka panjang RKUPHHK-HTI untuk 

periode 2018-2027 sesuai dengan surat yang 

dibuat oleh Direktur Utama PT. KWL Nomor : 

088/KWL-SMD/XI/2015 tanggal 23 Nopember 

2015 kepada Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (LHK) Cq. Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Jakarta 

perihal Rencana Perubahan/Revisi RKUPHHK-

HTI PT KWL. 

Terdapat arahan dari Direktur Usaha Hutan 

Produksi (UHP) atas usulan RKU yang diajukan 

sesuai dengan Surat Direktur Jenderal UHP No. 

S.775/UHP/RKUPHT/ HPL.1/10/2017 tanggal 26 

Oktober 2017 tentang Arahan Perbaikan Usulan 

RKUPHHK-HTI a.n. PT Kelawit Wanalestari di 

Provinsi Kalimantan Timur 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan diluar 

sektor kehutanan (Apabila tidak 

ada penggunaan kawasan 

diluar sektorKehutanan maka 

verifier ini menjadiNot 

Aplicable). 

CD SEDANG 

(Tetap) 

 

Pada  areal PT. Kelawit Wanalestari masih 

terdapat beberapa kegiatan di luar sektor 

kehutanan  sebagai berikut : 

1. Adanya Izin HGU PT TSS sesuai SK Kepala 

BPNNo. 59/HGU/BPN/2005 tanggal 2 Juni 

2005 pada tanah seluas 10.282 Ha. Dari 

Data monitoring dan overlay peta PT KWL 

yang dibuat oleh Ganis Kurpet disebutkan 

bahwa areal yang tumpang tindih tersebut 

seluas ± 3.355 Ha. 

2. Terdapat bangunan pemukiman atau pondok 

untuk menggarap ladang di kiri kanan jalan 

yang melintasi areal PT. Kelawit Wanalestari 

dari masyarakat desa sekitar seperti 

masyarakat Kendesiq dll.  
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Terdapat upaya dari PT KWL untuk mendata 

dan melaporkan pengunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan namun belum seluruhnya. 

Kesimpulan Indikator 1.1.   12/18 x 100% = 66,67% (SEDANG) 

2. Indikator No. 1.2  : Komitmen Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

CD BAIK  

(Tetap) 

 

PT Kelawit Wanalestari telah memiliki dokumen 

Visi, Misi dan Tujuan perusahaan  yang telah 

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama 

No. 01/Dir/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 

tentang Penetapan Visi dan Misi PT Kelawit 

Wanalestari dan telah memenuhi prinsip-prinsip 

pengelolaan hutan lestari (PHL) dengan 

kerangka kelestarian fungsi produksi, fungsi 

ekologi, dan fungsi sosial. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

CD BAIK 

(Tetap) 

 

Sosialisasi atas dokumen Visi, Misi dan Tujuan 

Perusahaan sebelumnya telah dilaksanakan 

sesuai dengan hasil penilaian awal dan pada 

penilikan ke-1 juga telah dilakukan sosialisasi 

visi, misi dan tujuan perusahaan kepada 

karyawan dan pekerja kontraktor pada tanggal 

11 Agustus 2017  di Kantor Distrik PT KWL 

sesuai dengan BAP No 05/FS-

DISTRIK/KWL/VIII/2017. 

Sosialisasi kepada masyarakat sekitar, sesuai 

dengan dokumen BAP No 010/FSD-

DISTRIK/KWL/VII/2017 pada tanggal 16 Juli 

2017. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

Implementasi kegiatan pengelolaan hutan 

lestari (PHL) PT KWL baik dari aspek teknis 

produksi, ekologi maupun sosial selama satu 

tahun terakhir baru sebagian yang sesuai 

dengan visi dan misi perusahaan. Pencapaian 

produksi penanaman dan harvesting, penataan 

batas, ekologi dan sosial masih belum mencapai 

target yang ditetapkan. 

Kesimpulan Indikator 1.2.   10/12 x 100% = 83,33 (BAIK) 

3. Indikator No. 1.3  : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada 

Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi 

Penelitian, Pendidikan dan Latihan 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 7 dari 57 
 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan (Sarjana 

Kehutanan dan Tenaga Teknis 

menengah kehutanan) di 

lapangan pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan 

sesuai ketentuan yang berlaku 

CD SEDANG 

(Turun) 

 

PT KWL telah memiliki tenaga profesional 

(sarjana kehutanan) dan tenaga teknis PHPL 

pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. 

Jumlah Ganis PHPL sesuai dengan dokumen 

administrasi yang tercantum pada kartu ganis 

PT KWL telah mencukupi sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No 

P.16/PHPL-BPHH/2015, namun keberadaannya 

terdapat 1 (satu) personil Ganis Pemanenan 

Hutan (Nenhut) atas nama Syamsul Marlin telah 

ditunjuk menjadi Kepala HTI pada IUPHHK-HT 

PT Kelawit Hutani Lestari sejak Bulan Mei tahun 

2016 sesuai dengan Keputusan Direktur PT 

KWL No. 03/Dir/V/2016. 

Sehubungan dengan hal itu PT KWL akan 

memutasikan Ganis dari tempat lain untuk 

segera dilaporkan ke BPHP Wilayah XI 

Samarinda 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

D BAIK 

(Tetap) 

 

Kegiatan peningkatan kemampuan SDM PT 

KWL yang telah terealisasi sampai dengan 

bulan November 2017 seluruhnya sebanyak 

78,38 % atau 58 orang dari 74 orang peserta 

yang direncanakan. 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

D BAIK 

(Tetap) 

 

Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT 

KWL tersedia lengkap dan terupdate  sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

Kesimpulan Indikator 1.3.   14/15 x 100% = 93,33% (BAIK) 

4. Indikator No. 1.4  : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan 

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai 

Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HT  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

D BAIK 

(Tetap) 

 

 

PT KWL telah memiliki struktur organisasi dan 

job description yang disahkan berdasarkan SK 

Direktur No. 02/Dir/I/2016 bulan Januari 2016 

tentang Penetapan Bagan Organisasi PT Kelawit 

Wanalestari dan telah sesuai dengan kerangka 

pengelolaan hutan produksi lestari. 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan 

tenaga pelaksana 

CD BAIK 

(Tetap) 

 

PT KWL konsisten menerapkan Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) di lingkup internal 

perusahaan dan telah menerapkan Sistem 

Informasi Penatausahaan Hasil Hutan 

(SIPUHH) Online, Sistem Informasi 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Pembayaran On Line (SIMPONI), Sistem 

Informasi Hutan Tanaman Industri (SEHATI) 

yang dilengkapi dengan perangkat SIM dan 

terdapat tenaga pelaksananya atas nama Andy 

Anto W.  

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal 

auditor dan efektifitasnya 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

PT KWL telah memiliki organisasi Satuan 

Pengawas Internal (Internal Audit) yang dijabat 

oleh Sdr. Rossi T. Harwanto sesuai dengan 

Surat Penunjukkan Kepala HTI No. 033/KWL-

HR/V/2016. 

Berdasarkan verifikasi data dan dokumen serta 

informasi dari pendamping audit (Sdr. Sony) 

bahwa untuk laporan Review hasil Internal 

Audit tahun 2017 saat ini belum tersedia dan 

tidak terdapat Laporan Review Internal Audit 

untuk Kegiatan Operasional tahun 2017. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa secara 

keseluruhan PT KWL telah memiliki Organisasi 

Internal Audit tetapi belum dapat berjalan 

dengan efektif untuk mengontrol seluruh 

tahapan kegiatan. 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

CD BURUK 

(Turun) 

 

Pada saat audit PHPL Penilikan ke-1 PT KWL ini 

dilaksanakan tidak ditemukan bukti adanya 

Laporan Hasil Internal Audit atau Internal Audit 

Report sehingga tidak dapat diketahui adanya 

tindakan pencegahan dan perbaikan 

manajemen berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi. 

Kesimpulan Indikator 1.4.   14/18 x 100% = 77,78% (SEDANG) 

5. Indikator No. 1.5  : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana pene-

bangan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan 

diseminasi isi kandungannya 

CD BAIK 

(Tetap) 

 

Kegiatan RKTUPHHK-HT PT KWL yang akan 

mempengaruhi kepentingan hak-hak 

masyarakat setempat telah disosialisasikan dan 

mendapatkan persetujuan atas dasar informasi 

awal yang memadai. Kegiatan sosialisasi 

RKTUPHHK-HT dilaksanakan setiap tahunnya 

kepada masyarakat di sekitar areal wilayah 

kerja PT KWL. 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

 

SK IUPHHK-HT dari Menteri Kehutanan No. 

169/Menhut-II/2005 tgl 16 Juni 2005 

merupakan pengakuan dari Pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun daerah yang telah 

memberikan rekomendasi untuk pemenuhan 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

persyaratan penerbitan SK IUPHHK-HT 

tersebut.  

Sampai dengan saat pelaksanaan penilikan ke-1 

PHPL, PT KWL belum dapat merealisasikan tata 

batas arealnya dan masih dalam proses 

pembahasan rencana trayek tata batas di 

BPKH. 

Namun di lapangan secara de facto terdapat 

persetujuan yang diberikan masyarakat dapat 

dilihat dari adanya kesepakatan pada Perjanjian 

yang diadakan oleh PT Kelawit Wanalestari 

dengan masyarakat.  

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

D SEDANG 

(Turun) 

 

PT KWL telah melakukan sosialisasi 

pelaksanaan CSR/CD tahun 2017 yang 

dilaksanakan tanggal 16 Juli 2017 di Desa 

Kendesiq yang juga dihadiri oleh masyarakat 

perwakilan dari Desa Rikong dan Desa Ponaq (3 

dari 5 desa binaan). Kegiatan sosialisasi dan 

persetujuan CSR dicantumkan dalam Berita 

Acara Sosialisasi RKT 2017. 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

CD BAIK 

(Naik) 

 

Proses Penetapan/pengalokasian kawasan 

lindung di areal kerja PT KWL telah mendapat 

persetujuan dari para pihak, yaitu dari 

karyawan, pekerja, dan masyarakat desa 

sekitar areal kerja PT KWL. 

Kesimpulan Indikator 1.5.   14/18 x 100% = 77,78% (SEDANG) 

B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator No. 2.1  : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Pan-jang 

(management plan) yang telah 

Disetujui oleh Pejabat yang 

Berwenang 

 

D BAIK 

(Naik) 

 

- Terdapat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 

Industri Dalam Hutan Tanaman (RKUPHHK-

HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) 

Tahun, Periode Tahun 2008 – 2017 PT. 

Kelawit Wanalestari yang telah yang telah 

disetujui melalui Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor : SK.259/VI-BPHT/2008 

tanggal 22 Juli 2008 

- Terdapat draft Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 

Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman 

(RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 

(Sepuluh) Tahun, Periode Tahun 2018 – 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
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2027 PT. Kelawit Wanalestari pada saat ini 

dalam pembahasan di Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Terdapat surat Arahan Perbaikan Usulan 

RKUPHHK-HTI a.n. PT. Kelawit Wanalestari di 

Provinsi Kalimantan Timur dari Direktorat 

Usaha Hutan Produksi melalui surat nomor : 

S.775/UHP/RKUPHT/HPL.1/10/2017 tanggal 

26 Oktober 2017. 

- Citra Landsat terakhir masih menggunaan 

peta hasil penafsiran Citra Satelit 8 OLI Band 

653, Path 117 Row 61 liputan Tanggal 8 April 

2016, skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh PT. 

Tunas Inti Binangun (Hardjito, Direktur) dan 

disetujui oleh PT. Kelawit Wanalestari (Daniel 

Avian Karjadi, Direktur Utama) pada tanggal 

28 Oktober 2016. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang 

 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

Berdasarkan data dokumen RKUPHHK-HTI 

bahwa alokasi untuk tahun 2017 adalah blok V 

dengan luasan 2.102 ha, sementara 

RKTUPHHK-HTI tahun 2017 yang merupakan 

CO RKTUPHHK-HTI tahun 2016 terdiri dari blok 

I, II, V dan VI dari RKUPHHK-HTI seluas 992 ha 

terdiri dari 20 petak tebangan.  Keterbatasan 

luasan ini dikarenakan alokasi pemanenan kayu 

hanya dialokasikan dari areal tanaman, bukan 

dari areal LOA (kebijakan moratorium hutan 

alam). 

Hasil verifikasi lapangan, diperoleh bukti-bukti 

pelaksanaan kegiatan PAK yang berupa 

penandaan batas dilakukan dengan melakukan 

pemasangan Pal Batas RKTUPHHK-HTI dan Pal 

Batas Petak pada RKTUPHHK-HTI tahun 2017. 

Dengan demikian penataan areal kerja pada 

tahun 2017 hanya sebagian yang sesuai dengan 

RKUPHHK-HTI. 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak /compartemen kerja 

CD SEDANG 

(Tetap) 

 

Terdapat kegiatan pemeliharaan Terdapat 

tanda batas blok dan peta tanda batas blok dan 

petak yaitu dengan mengganti plang batas blok 

menggunakan plat seng dan sebagian batas 

petak sudah diganti dengan menggunakan 

paralon 3”. 

Kegiatan penggantian patok batas petak 

dengan paralon masih terkendala belum 

terakomodirnya seluruh data tahun tanam dari 

petak-petak yang sudah ditanami.  Sementara 

itu tanda plang  kawasan lindung belum 

dilakukan penggantian, direncanakan pada 
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tahun 2018. 

Tanda batas blok dan petak kerja hanya 

sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan 

pada RKTUPHHK-HTI tahun 2017. 

Kesimpulan Indikator 2.1.   12/15 x 100% = 80,00% (SEDANG) 

2. Indikator No. 2.2  : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama 

dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1. 

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB/ Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

 

D BAIK 

(Naik) 

 

- Terdapat data potensi tegakan tipe 

ekosistem tanah kering dari hasil risalah 

hutan dan inventori tanaman 3 tahun 

terakhir rata-rata sebesar 157,92 m3/ha, 

dengan rincian sebagai berikut : 

- RKTUPHHK-HTI 2017  =  156,60 m3/ha 

- RKTUPHHK-HTI 2016  =  160,77 m3/ha 

- RKTUPHHK-HTI 2015  =  154,03 m3/ha 

- Terdapat kelengkapan peta pendukungnya 

(peta PHI / TSP dan Peta PSP).  

- Terdapat Laporan Pembuatan dan 

Pengukuran Petak Ukur Permanen Tahun 

2016, Oktober 2017, yang menghasilkan 

data pengukuran tegakan tahun tanam 2010 

s/d 2014 jenis Acacia mangium berupa 

jumlah pohon/Ha, jumlah batang/Ha dan 

potensi m3/Ha.  Data yang didapatkan adalah 

sebagai berikut : 

- Tahun tanam 2010 : 

- Potensi umur 12 bulan =   11,15 m3/ha 

- Potensi umur 36 bulan = 101,82 m3/ha 

- Potensi umur 49 bulan = 158,72 m3/ha 

- Potensi umur 63 bulan = 183,59 m3/ha 

- Potensi umur 52 bulan = 176,81 m3/ha 

- Tahun tanam 2011 : 

- Potensi umur 37 bulan = 160,52 m3/ha 

- Potensi umur 52 bulan = 208,50 m3/ha 

 

- Tahun tanam 2013 : 

- Potensi umur 12 bulan =     8,30 m3/ha 

- Potensi umur 26 bulan =   65,95 m3/ha 

- Tahun tanam 2013 : 
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- Potensi umur 15 bulan =   23,99 m3/ha 

Laporan ini telah disampaikan kepada Kepala 

Badan Penelitian, Pengembangan dan 

Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan cq. Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Hutan, melalui surat nomor : 

04/KWL-JKT/X/2016 tanggal 19 Oktober 

2017 

- Berdasarkan laporan Inventariasi TSP / PHI 

tahun 2016 didapatkan dara potensi Acacia 

crassicarpa sebesar 129,56 m3/ha dan Acacia 

mangium sebesar 140,54 m3/ha. 

- Berdasarkan laporan Inventariasi TSP / PHI 

tahun 2017 didapatkan dara potensi Acacia 

crassicarpa sebesar 154,4 m3/ha dan Acacia 

mangium sebesar 109,2 m3/ha. 

Terdapat potensi tegakan tanaman untuk 3 

(tiga) tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, 

dan 2017. 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

 

CD BAIK 

(Tetap) 

 

 

- Berdasarkan laporan Inventariasi TSP / PHI 

tahun 2016 didapatkan besaran rata-rata 

MAI untuk jenis Acacia crassicarpa sebesar 

23,21 m3/ha/tahun dan Acacia mangium 

sebesar 24,42 m3/ha/tahun. 

- Berdasarkan laporan Inventariasi TSP / PHI 

tahun 2017 didapatkan besaran rata-rata 

MAI untuk jenis Acacia crassicarpa sebesar 

25,9 m3/ha/tahun dan Acacia mangium 

sebesar 20,6 m3/ha/tahun. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal/self JTT Berbasis Data 

Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

CD SEDANG 

(Tetap) 

 

 

Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI periode 

2008 s/d 2017 PT. Kelawit Wanalestari halaman 

V-38 dijelaskan bahwa rata-rata riap yang 

digunakan sebagai dasar perencanaan adalah 

25 m3/ha/tahun.  Oleh karena itu dalam 

perhitungan produksi dari hutan tanaman 

digunakan estimasi riap sebesar 25 

m3/ha/tahun. 

Sementara perhitungan riap tegakan tanaman 

sudah dilakukan pada saat pengukuran 

inventarisasi TSP / PHI dengan memunculkan 

nilai MAI, namun tidak dijadikan sebagai dasar 

perhitungan JTT. 

Perhitungan JTT dilakukan berdasarkan prediksi 

jangka benah yang telah diperhitungkan atau 

direncanakan oleh perusahaan dengan 

menggunakan nilai MAI yang berbeda dengan 
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hasil analisis riap. 

Kesimpulan Indikator 2.2.   11/12 x 100% = 91,67% (BAIK) 

3. Indikator No. 2.3  : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin 

Regenerasi Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D BAIK 

(Tetap) 

 

Terdapat dokumen SOP Tahapan Kegiatan 

sistem silvikultur THPB : 

- SOP Tata Batas Areal Kerja, nomor : 

SOP/KWL/P-01 tanggal 9 Maret 2017 (Rev 1) 

- SOP Penyusunan Rencana 

Kompartemenisasi, nomor : SOP/KWL/P-07 

tanggal 9 Maret 2017 (Rev 1) 

- SOP Inventarisasi Hutan Tanaman Industri 

(Temporary Sample Plot), nomor : 

SOP/KWL/P-18 tanggal 9 Maret 2017 (Rev 1) 

- SOP Perencanaan Pembukaan Wilayah 

Hutan, nomor : SOP/KWL/P-10 tanggal 9 

Maret 2017 (Rev 1) 

- SOP Road, nomor : SOP/KWL/P-23 tanggal 9 

Maret 2017 (Rev 1) 

- SOP Nursery Production, nomor : 

SOP/KWL/N-01 tanggal 9 Maret  2017 (Rev 

1) 

- SOP Penyiapan Lahan (masuk dalam SOP 

Plantation dalam bentuk WI berupa kegiatan 

persiapan lahan) 

- SOP Plantation di Lahan Kering dan Basah, 

Untuk Jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp, 

nomor : SOP/KWL/PNP-06 tanggal 9 Maret 

2017 (Rev 1) 

- SOP Pemeliharaan Tanaman,  (masuk dalam 

SOP Plantation dalam bentuk WI dari 

masing-masing kegiatan pemeliharaan se-

perti : pemupukan, pengendalian gulma dll) 

- SOP Harvesting HTI Dry Land, nomor : 

SOP/KWL/PNP-11 tanggal 9 Maret 2017  

- SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 

nomor : SOP/KWL/FP-028, tanggal 9 Maret 

2017 (Rev 1) 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D SEDANG 

(Tetap) 

 

PAK : 

Berdasarkan observasi lapangan ditemukan 

tandabatas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2017 di 

1 (satu) tempat yaitu di petak 084 zone 12 
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(koordinat : S 0º49’39,5” E 116º02’46,1”)berupa 

plang dengan bahan seng dan warna dasar cat 

putih tulisan hitam (ukuran 90 x 100 cm). 

Sementara untuk batas petak secara 

keseluruhan sama yaitu berupa patok dari 

paralon ukuran 3” dengan tinggi 50 cm 

dipermukaan tanah dan 30 cm di bawah tanah 

berwarna putih dengan tulisan berwarna merah. 

(contoh patok 72A zone 13 koordinat : S 0º

44’37,7” E 116º01’29,2”). 

Risalah Hutan : 

Tersedia tally sheet dan rekapitulasi hasil 

inventarisasi  TSP/PHI yang dilakukan oleh 

bagian PMD, untuk tahun 2016 dan 2017. 

Di lapangan ditemukan tanda-tanda hasil 

pengukuran PSP maupun TSP / PHI untuk 

tahun 2017 di plot 2 petak 95C zone 12 

(koordinat UTM : S -0.81887  E 116.05460) 

Pembukaan Wilayah Hutan : 

Berdasarkan observasi lapangan tidak 

ditemukan kegiatan pembuatan jalan karena 

seluruh aksesibilitas jalan sudah ada, kegiatan 

yang ada adalah rehabilitasi jalan yang rusak 

dari blok tebangan ke arah logpond, dan 

direncanakan perbaikan jalan menuju desa 

Kendesiq (khususnya di Km 80). 

Jumlah unit yang digunakan untuk perbaikan 

jalan adalah terdiri dari 2 unit buldozer, 1 unit 

excavator, 2 unit motor grader, 1 unit 

Compactor (Bomag), dan 1 unit dump truck. 

Pengadaan Bibit :  

Pengadaan bibit adalah pengadaan langsung 

dari Persemaian di PT SRH Sebulu, realisasi 

pengadaan bibit sejak Januari s/d Oktober 2017 

adalah sebanyak 68.976 batang dari rencana 

1.984.740 batang atau terealisasi sebesar 

3,48% dengan jenis Eucalyptus pellita  EP 077. 

Implementasi di lapangan tidak ditemukan stok 

bibit pada kegiatan penanaman di petak 083D 

zone 13 (koordinat : S 0º44’16,0” E 116º

01’32,0”) dan areal sudah dilubangi oleh Tegro. 

 

Penyiapan Lahan :  

Terdapat penyiapan lahan dengan metode 

spreading dan sebagian dengan dirumpuk, 

bahkan sebagian sudah terdapat gulma. 
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Implementasi di lapangan ditemukan kegiatan 

penyiapan lahan di petak 011 zone 14 

(koordinat : S 0º42’41,0” E 116º00’39,0”). 

Penanaman :  

Penanaman yang sudah selesai dengan 

pelubangan oleh Tegro adalah dipetak 073A 

zone 13 (umur tanam sekitar 2 minggu) 

(koordinat : 0º44’31,6” E 116º02’05,9”). 

Ditemukan areal yang sudah ditanam namun 

masih terdapat stocking kayu di TPn, sebagai 

contoh di petak 072A zone 13 (koordinat :  0º

44’37,7” E 116º01’29,2”). 

Terdapat areal tanaman murni blok Penanaman 

RKTUPHHK-HTI 2017 sebanyak 2 petak 

diantaranya : di petak 072B1 zone 13 

(koordinat :  0º44’37,7” E 116º01’29,2”) dan 

petak 072A1 zone 13 (koordinat :  0º44’37,7” E 

116º01’29,0”). Penanaman dilakukan secara 

manual. 

Realisasi penanaman s/d Oktober 2017 adalah 

seluas 21,20 ha. 

Pemeliharaan tanaman :  

Hasil observasi lapangan, kegiatan 

pemeliharaan untuk tahun 2017  ditemukan di 

petak 072B zone 13 berupa penebasan. 

Pemanenan :   

Kegiatan pemanenan yang ditemukan 

dilapangan kegiatan pemuatan di petak 011 

zone 14 oleh 3 unit logging truck  (koordinat : S 

0º42’41,0” E 116º00’39,0”). 

Realisasi produksi s/d Okt 2017 adalah 67,50 ha 

=  26.203,08 m3 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan :  

Kegiatan berupa patroli pengamanan dan 

kebakaran, serta memasang plang-plang 

himbauan maupun peringatan. 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

D BAIK 

(Tetap) 

 

- Berdasarkan laporan Inventariasi TSP / PHI 

tahun 2016 didapatkan dara potensi Acacia 

crassicarpa sebesar 129,56 m3/ha dan Acacia 

mangium sebesar 140,54 m3/ha atau rata-

rata sebesar 139,67 m3.ha. 

- Berdasarkan laporan Inventariasi TSP / PHI 

tahun 2017 didapatkan dara potensi Acacia 

crassicarpa sebesar 154,4 m3/ha dan Acacia 

mangium sebesar 109,2 m3/ha atau rata-rata 
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sebesar 118,4 m3/ha 

Rata-rata potensi tahun 2016 dan 2017 adalah 

sebesar 129,0 m3/ha (≥ 120 m3/ha) 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

CD SEDANG 

(Turun) 

- Berdasarkan  Laporan Bulanan Quality 

Assurance Plantation Assessment Team 

(PAT) Periode Januari-Nopember 2017 umur 

tanaman 2, 6, dan 12 bulan, untuk PT. 

Kelawit Wanalestari tidak terdapat data 

stocking tegakan dikarenakan tidak  adanya 

tanaman tahun tanam 2016. 

- Berdasarkan  Laporan Bulanan Quality 

Assurance Plantation Assessment Team 

(PAT) Periode Januari-Desember 2016 umur 

tanaman 2, 6, dan 12 bulan, untuk PT. 

Kelawit Wanalestari tidak terdapat data 

stocking tegakan dikarenakan tidak  adanya 

tanaman tahun tanam 2015. 

- Berdasarkan Laporan Inventarisasi HTI 

Permanent Sample Plot (PSP) Periode 

Tanggal Inventarisasi 1 Jan s/d Desember 

2015 terdapat data stocking tanaman umur 1 

tahun untuk tahun tanam 2014 adalah 

sebesar 102,60 btg/ha dan 97,37 phn.ha. 

Tidak terdapat tanaman umur 2, 6, dan 12 

bulan pada 2 tahun terakhir. 

Kesimpulan Indikator 2.3.   18/21 x 100% = 85,71% (BAIK) 

4. Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

 

D BAIK 

(Tetap) 

 

- SOP Reduce Impact Logging, nomor : 

SOP/KWL/PNP-03 tanggal 9 Maret 2017 (Rev 

1). 

- Micro Planning, nomor : SOP/KWL/PD-028 

tanggal 9 Maret 2017 (Rev 1) 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

 

Sampai dengan penilikan ke-1 tidak ada 

tambahan kegiatan pengelolaan / pemanfaatan 

ramah lingkungan yang dikembangkan oleh PT. 

KWL, adapun kegiatan yang sudah dilakukan 

sebelumnya adalah : micro planning dan 

pengkajian Penentuan Kelas Lahan. 

2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

CD BAIK 

(Naik) 

 

Terdapat 2 petak assesment Wood Leak Age 

(WLA) dengan luas 21,4 ha dengan status pek 

inprogress 12,2 ha dan HOA 9,2 ha.  Rata-rata 

tinggi tunggul 0,0 cm, volume 0,0 m3/ha dan 
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waterlog/skidtrack 0,0%.  Dengan bobot 

penalty microplaning 0,0%, chainsaw 0,0%, 

tinggi tunggul 0,0%, waterlog/skidtrack 0,0%, 

total wood lose 0,0 m3. 

 

Kesimpulan Indikator 2.4.   13/15 x 100% = 86,67% (BAIK) 

5. Indikator No. 2.5  : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / 

Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) 

yang Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka Panjang 

(RKU) dan Disahkan Sesuai 

Peraturan yang Berlaku (Dinas 

Prov, self approval) 

CD BAIK 

(Naik) 

Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, 

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur melalui surat keputusan 

Nomor : 435/Kpts/DK-II/2017 tanggal 26 Mei 

2017, memutuskan sebagai berikut : 

- Penyiapan Lahan :             992  Ha 

- Pembibitan                :  1.984.740  

Batang 

- Penanaman                :            992  Ha 

- Pemeliharaan                :            992  Ha 

- Pemanenan Hutan Tanaman : 917  Ha 

                              :   143.513,13  m3 

- Berakhir tanggal        :   31 Desember 2017 

 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

D BAIK 

(Tetap) 

Berdasarkan pengecekan terhadap Peta Areal 

Kerja tahun 2017 sebagaimana  telah diuraikan 

pada verifier 2.1.2 bahwa terdapat kesesuaian 

sebagian letak blok RKTUPHHK-HTI 2017 

dengan alokasi pada Revisi RKUPHHK-HTI. 

Berdasarkan observasi terhadap peta 

RKTUPHHK-HTI tahun 2017, pembagian blok 

dan petak tebangan telah dilakukan dengan 

menandai areal carry over dan tahun 2017. 

Selain itu masih terdapat pembagian areal kerja 

seperti : Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan, 

dan Tanaman Unggulan serta Kawasan Lindung 

yang diuraikan menjadi beberapa alokasi seperti 

: Sempadan Sungai, KPPN, dan KPSL 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok 

Tebangan / Dipanen / 

D BAIK 

(Naik) 

Hasil uji petik terhadap sample tanda batas blok 

dan petak  sebagaimana tertuang pada verifier 

2.1.3., dengan menggunakan pdf maps dapat 

dilihat kesesuaian lokasi-lokasi tersebut antara 

implementasi lapangan dengan peta kerjanya. 
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Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelestarian plasma 
nutfah/religi/budaya/sarana 

prasarana dan Penelitian & 

Pengembangan) 

Adapun kesesuaian hasil uji petik batas Blok 

RKTUPHHK-HTI 2017 (di petak 084 zone 13 

(koordinat : S 0º49’39,5” E 116º02’46,1”)  dan 

tanda batas petak 072A zone 13 (koordinat : S 

0º44’37,7” E 116º01’29,2”) 

Hasil ini menunjukkan kesesuaian antara peta 

kerja RKTUPHHK-HTI yang disahkan oleh 

pejabat berwenang dengan implementasi di 

lapangan. 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

D SEDANG 

(Tetap) 

 

Secara keseluruhan realisasi produksi tahun 

2017 adalah sebesar 26.203,09 m3 dari rencana 

143.513,13 m3 atau tercapai 18,26% atau 

realisasi volume tebangan < 70% dari rencana 

tebangan tahunan dan lokasi sesuai dengan 

RKTUPHHK-HTI yang disahkan. 

Kesimpulan Indikator 2.5.   19 /21 x 100% = 90,48% (BAIK) 

6. Indikator No. 2.6  : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-

investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan 

Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan 

Kemampuan Sumber daya Manusia 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

CD SEDANG 

(Naik) 

 

Berdasarkan Laporan Keuangan Beserta 

Laporan Auditor Independen 31 Desember 2016 

PT. Kelawit Wanalestari yang telah diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik Drs. Sjarifuddin Chan 

melalui surat Nomor : 26G/OLG/GA/SC/KWL-

IR/06.17 tanggal 8 Juni 2017 didapatkan 

kondisi finansial PT. Kelawit Wanalestari sebagai 

berikut : 

1. Opini Auditor : Laporan keuangan 

konsolidasian terlampir menyajikan secara 

wajar, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan konsolidasion PT. Kelawit 

Wanalestari dan Entitas Anaknya tanggal 31 

Desember 2016, serta kinerja keuangan dan 

arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang 

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan di 

Indonesia 

2. Nilai likuiditas keuangan perusahaan tahun 

2016 adalah sebesar 124,50% (100-150%), 

sementara untuk tahun 2017 s/d Oktober 

(Un-audited) didapatkan nilai likuiditas 

sebesar 116,35% (100-150%) 
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3. Nilai solvabilitas keuangan perusahaan tahun 

2016 sebesar 83,85% (< 100%),sementara 

untuk tahun 2017 s/d Oktober (Un-audited) 

didapatkan nilai solvabilitas 362,81% 

(>150%). 

4. Nilai Rentabiitas keuangan perusahaan untuk 

tahun 2016 ternyata mengalami defisit / rugi 

atau besaran rentabilitas bernilai negatif, 

demikian juga untuk tahun 2017 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh 

akuntan publik) 

 

CD BAIK 

(Tetap) 

Berdasarkan biaya kegiatan pembangunan HTI 

tahun 2016 didapatkan Anggaran sebesar Rp. 

6.696.027.469,- dengan realisasi sebesar Rp. 

6.137.586.933,- atau tercapai 92%. (>80%).  

Sementara biaya kegiatan pembangunan HTI 

sampai dengan Oktober 2017 didapatkan 

rencana Rp. 7.868.796.918,- dengan realisasi 

sebesar Rp. 7.028.593.461,- atau tercapai 89%. 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD BURUK 

(Turun) 

 

Berdasarkan rincian anggaran dan realisasi 

biaya kegiatan pembangunan HTI (10 posting 

kegiatan) tahun 2016 sebagaimana terdapat 

pada tabel verifier 2.6.2 didapatkan persen 

ketercapaian realisasi alokasi biaya kegiatan 

sebagai berikut : 

- Untuk tahun 2016 didapatkan persen 

ketercapaian tertinggi adalah kegiatan 

Pengendalian Kebakaran sebesar 110,92% 

dan terendah adalah Kewajiban kepada 

Lingkungan dan Sosial sebesar 27,29%, 

sehingga terdapat perbedaan sebesar 

83,64%. 

- Untuk tahun 2017 (Un-audited) persen 

ketercapaian tertinggi adalah Sarana dan 

prasarana sebesar 117,49% dan terendah 

adalah kegiatan Pengadaan Bibit sebesar 

8,11%, sehingga terdapat perbedaan 

sebesar 109,38% 

Berdasarkan data tahun 2016 perbedaan 

ketercapaian kegiatan-kegiatan pembangunan 

hutan tanaman (HTI) sebesar 83,64% dan 

tahun 2017 sebesar 109,38% atau >50%. 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD SEDANG 

 

Berdasarkan rincian arus kas tahun 2016 

walaupun menunjukkan saldo kas akhir tahun 

adalah negatif dan kondisi keuangan mengalami 

kerugian, namun pemenuhan akan kebutuhan 

dana operasional dari 10 pokok kegiatan 
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tercapai 92%.  

Berdasarkan realisasi fisik hanya terdapat 

kegiatan pada tahun 2016 berupa : 

perencanaan, pengendalian kebakaran, 

kewajiban kepada negara, kewajiban kepada 

lingkungan dan sosial, pendidikan dan latihan, 

sarana dan prasarana, dan Biaya Adm, Umum, 

dll. Sementara untuk kegiatan Penanaman, 

pemanenan dan pengadaan bibit tidak 

direncanakan dan tidak terealisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

karyawan bahwa walaupun secara fisik tidak 

ada kegiatan, namun kebutuhan dana 

operasional lainnya masih dipenuhi seperti : 

gaji, kesehatan, konsumsi, perlindungan dan 

pengamanan hutan dan sarana prasarana. 

Sehingga walaupun pendanaan lancar namun 

realisasi kegiatan tidak sesuai dengan tata 

waktunya. 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

Pada tahun 2016 perusahaan tidak 

menganggarkan kegiatan penanaman 

dikarenakan belum adalahnya kegiatan 

penebangan di areal tegakan tanaman, 

sementara untuk areal LOA sudah tidak 

direncanakan sejak tahun 2013 karena ada 

moratorium hutan alam. 

Rencana kegiatan penanaman tahun 2017 telah 

direncanakan yaitu seluas 992 ha dengan biaya 

Rp. 196.081.859,- dan terealisasi sampai 

dengan bulan Oktober 2017 adalah seluas 

21,20 ha dengan biaya Rp. 86.305.945,- atau 

persen luas 2,14% dan persen biaya sebesar 

44%. 

Berdasarkan laporan Pelaksanaan RKTUPHHK 

pada Hutan Tanaman Industri bulan Oktober 

2017 an. PT. Kelawit Wanalestari, posisi Neraca 

Tanaman adalah seluas 2.189,5 Ha. 

Berdasarkan Laporan Integrated Sustainable 

Forest Management Plan (ISFMP) yang telah 

disahkan pada bulan Desember 2017, 

didapatkan areal efektif tanam untuk PT. 

Kelawit Wanalestari sebagai berikut : 

Luas areal (Gross) GIS       :  22.070  Ha 

a. Areal Non Efektif Berdasarkan SK 718 : 

- APL                   :    4.447  Ha 

- HPK                   :    1.156  Ha 
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b. Hasil POKJA : 

- Kelola Sosial     :    1.296  Ha 

- Kelola Lingkungan     :  12.586  Ha   

c. Didapatkan efektir TP        :    2.585  Ha 

Berdasarkan neraca tanaman per Oktober 2017 

tercapai areal tanam adalah seluas 2.189,5 Ha 

dan dengan luasan areal efektif sebesar  2.585 

Ha maka tercapai 84,70%. 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/ Pembinaan Hutan 

CD BURUK 

(Tetap) 

 

- Realisasi penanaman RKTUPHHK-HTI tahun 

2016 adalah sebesar 0,00 Ha dari rencana 

seluas 1.097 Ha atau 0,00%. 

- Sementara realisasi penanaman RKTUPHHK-

HTI tahun 2017 sampai dengan bulan 

Oktober 2017 (10 bulan) adalah sebesar 

adalah 21,200 Ha dari rencana seluas 922 Ha 

atau 2,14%. 

Kesimpulan Indikator 2.6.   13/21x 100% = 61,90% (SEDANG) 

C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator No. 3.1  : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap 

Tipe Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D BAIK 

(Tetap) 

 

Luas kawasan lindung (KL) masing-masing telah 

dirinci dalam dokumenAmdal (1998) yang 

sudah disetujui berdasarkan surat Dephutbun 

Komisi Pusat AMDAL No. 83/DJ-VI/AMDAL/99 

perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI 

PT. KWL di Prov. Kaltim tertanggal 6 Juli 1999 

dan dokumen RKU periode 2008-2017 tahun 

2008 yang sudah disetujui Menteri Kehutanan 

No. SK.259/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008, 

dan seluruhnya sesuai dengan kondisi 

biofisiknya. 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas dikenali) 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

- Terdapat BA terkait penandaan batas 

kawasan lindung, yakni penataan batas areal 

KL sempadan sungai anak Kelawit dan 

sempadan sungai Ponak 

- Prosentase KL yang sudah di tata batas dan 

ditandai di lapangan, terdapat realisasi 

penambahan penataan batas KL sepanjang 

11,78 km (16,42%) menjadi total 71,12% 

dari yang seharusnya, menjadi total sebesar 

71,12% dari yang seharusnya 
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3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

- Prosentase areal kawasan lindung yang 

masih berhutan adalah seluas 1.139 ha 

(51,6%) dri total luas areal kawasan lindung 

sebesar 2.209 ha 

- Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 

OLI Band 653 Path/Row 117/61 liputan 

tanggal 8 April 2016 skala 1:50.000, 

diketahui bahwa areal kawasan lindung (KL) 

yang masih berhutan adalah sekitar 51,6% 

dari luas total KL sebesar 2.209 ha, dalam 

hal ini, maka auditee wajib melaksanakan 

terselenggaranya fungsi lindung dari 

kawasan lindung, antara lain dapat dicapai 

dengan cara menghutankan kembali 

kawasan lindung 

- Dokumen Work Requisition terkait rencana 

penanaman rehabilitasi pada areal KPPN 

seluas 10 ha yang dananya telah disetujui 

oleh FOD (Forest Operational Direktur – 

Direktur Operasional) tanggal 8 Mei 2017 

untuk kegiatan mulai pembelian bibit 

sebanyak 4.252 btg, penanaman, perawtan 

ke-1 umur 3 bulan, dan perawtan ke-2 umur 

6 bulan, dengan biaya total biaya sebesar 

Rp. 30.000.000,- 

- Surat Perjanjian antara PT. KWL dan 

kontraktor PT. Bumindo Artha Taka No. 

001/SP/KWL-BAT/LKT/XII/2017 tanggal 4 

Desember 2017 untuk pekerjaan rehabilitasi 

areal kawasan lindung dengan total rincian 

biaya sebesar Rp. 3.900.000,-/ha. 

- Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

David H Simatupang (FS Koordinator), 

rencana penanaman rehabilitasi areal KPPN 

tersebut diatas akan dilaksanakan pada 

bulan Januari tahun 2018. 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

CD SEDANG 

(Tetap) 

 

- Selama periode setahun terakhir terdapat 

sosialisasi terkait keberadaan kawasan 

lindung dalam areal PT. KWL, baik langsung 

maupun tidak langsung berupa pembagian 

leaflet maupun pemasangan plang informasi 

terkait areal kawasan lindung. 

- Hasil penafsiran citra menunukkan terdapat 

tutupan berupa tanah terbuka, belukar 

muda/semak, dan belukar pada areal 

lindung. Selait itu, berdasarkan hasil 

observasi lapang ataupun dokumen BA yang 

ada (BA perambahan hutan (illegal logging) 

pada areal kawasan lindung KPPN dan DPSL 

No. 017/KWL/FS/BA/VIII/2017 tanggal 16 

Agustus 2017), ditemukan tanda-tanda telah 

terjadi okupasi lahan oleh masyarakat 

sekitar, ataupun terjadinya kegiatan 
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perambahan/illegal logging dalam areal 

kawasan lindung dalam areal PT. KWL. 

Secara umum, hal ini mengindikasikan 

terdapat gangguan terhadap KL yang ada 

dalam areal PT. KWL. 

- Hasil observasi lapang, ditemukan alok kayu 

jenis ulin dan jenis lain yang ditemukan di 

sekitar areal KPPN pada posisi koordinat 

sekitar S 00o47’1” dan E 116o03’15”, bekas 

pondok peladang yang ada dalam areal DPSL 

pada posisi koordinat sekitar S 00o48’15” 

dan E 116o03’22”, ladang dan pondok 

masyarakat yang ada dalam areal KPPN pada 

posisi koordinat sekitar S 00o47’16” dan E 

116o03’6” dan posisi koordinat sekitar S 

00o47’45” dan E 116o03’0”, serta ladang dan 

pondok masyarakat yang ada di sempadan 

Sungai Ponaq pada posisi koordinat sekitar S 

00o43’57” dan E 116o00’41”. 

- Kesimpulan auditor, belum semua 

masyarakat atau paling tidak terdapat 

sebagian masyarakat yang belum mengakui 

dan/atau mengerti terkait fungsi dan 

manfaat akan keberadaan kawasan lindung 

yang ada dalam areal PT. KWL. 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

D BAIK 

(Tetap) 

- Kawasan lindung yang ada di areal PT. KWL 

berdasarkan hasil tata ruang areal antara lain 

KPPN, KPSL, dan sempadan sungai. 

- Laporan pengelolaan KL yang sudah 

dilaksanakan oleh PT. KWL sampai dengan 

saat ini (2017) terekam dalam banyak 

dokumen, yang mencakup semua jenis KL 

yang ada dalam areal PT. KWL. 

Kesimpulan Indikator 3.1.   22/27 x 100% = 81,48 (BAIK) 

 

 

 

 

2. Indikator No. 3.2  : Perlindungan dan pengamanan hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 
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3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

D SEDANG 

(Tetap) 

- PT. KWL telah memiliki SOP Pengendalian 

kebakaran hutan (No. SOP/KWL/FP-001, tgl 

terbit 09-03-2017, revisi ke-1). SOP ini 

secara explisit sudah mengacu ke peraturan 

terbaru yakni Permen LHK No. 

P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, 

tetapi isinya belum sepenuhnya mengacu ke 

peraturan tersebut, khususnya terkait SDM 

dan kompetensi personil yang diperlukan. 

- PT. KWL juga telah memiliki SOP 

Pengamanan areal kawasan lindung (No. 

SOP/KWL/FP-026, tgl terbit 09-03-2017, 

revisi ke-1) yang lebih dikhususkan untuk 

pengamanan areal kawasan lindung. 

- PT. KWL juga telah memiliki SOP 

Pengamanan areal HTI (No. SOP/KWL/FP-

029, tgl terbit 09-03-2017, revisi ke-1) 

- Berdasarkan hasil observasi lapang ataupun 

dokumen BA yang ada, ditemukan tanda-

tanda telah terjadi okupasi lahan oleh 

masyarakat sekitar, ataupun terjadinya 

kegiatan perambahan/illegal logging dalam 

areal kawasan lindung dalam areal PT. KWL 

- PT. KWL belum memiliki SOP perlindungan 

hutan terhadap jenis gangguan lainnya, 

seperti SOP pengendalian perambahan 

dan/atau pembalakan liar. 

 

3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan hutan 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT. KWL telah memiliki sarana prasarana 

perlindungan hutan, tetapi belum sepenuhnya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam 

hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 

tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan, antara lain perlengkapan regu seperti 

tenda, sarana pendukung seperti menara 

pengawas, dll. 

 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D SEDANG 

(Tetap) 

- Terkait dengan pengamaman hutan secara 

keseluruhan di areal pemegang izin, terdapat 

dua kelompok personil pengamanan hutan, 

yakni personil pengamanan outsoursing yang 

ditangani oleh PT. SOS berdasarkan Surat 

Perjanjian No. 002/SP/KWL-SOS/LKT/III/ 

2016 tanggal 31 Maret 2016, dan personil 

pengamanan internal yakni RPK 

- PT. KWL telah memiliki personil perlidungan 

hutan yang terdiri dari regu satpam 

(security) dan RPK. 

- Dari seluruh personil RPK, sebanyak 16 

personil telah memiiki salah satu dari dua 
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jenis sertifikat pelatihan damkar yakni dari 

PHKL yang diselenggarakan oleh Dishut 

Provinsi Kaltim dan dari Manggala Agni yang 

diselenggarakan oleh Kementerian LHK. 

- PT. KWL belum membentuk regu 

pendukung, tetapi untuk MPA, PT. KWL telah 

merencanakan membentuk regu MPA 

(Masyarakat Peduli Api) di Desa Kendesiq, 

tetapi baru sampai pada kegiatan sosialisasi 

dan rencana pembentukan MPA. 

- Dengan demikian, Jumlah dan kompetensi 

personil dalkarhutla (RPK) belum 

sepenuhnya memenuhi ketentuan yang 

berlaku. 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

D SEDANG 

(Tetap) 

- Implementasi kegiatan perlindungan hutan 

yang telah dilaksanakan oleh PT. KWL 

sampai dengan tahun lalu (2016) antara lain: 

a. Telah menyediakan sistem perlindungan 

hutan berupa prosedur-prosedur (SOP) 

terkait perlindungan dan pengamanan 

hutan 

b. Telah menyediakan sarana prasarana 

perlindungan hutan, yang terdiri dari 

sarana dalkarhutla dan sarana 

security/satpam 

c. Telah menyediakan personil 

perlindungan hutan (satpam PH dan 

regu RPK – Inti, pendukung, dan 

sosialisasi dan rencana pembentukan 

MPA) 

d. Terdapat plang tanda/informasi 

memasuki areal PT. KWL, dilengkapi 

portal dan pos jaga 

e. Telah melakukan pemantauan curah 

hujan dan informasi FDR tiap bulan 

f. Telah membuat Peta Rawan Kebakaran 

yang dilengkapi dengan jalur patroli 

rawan kebakaran 

g. Telah memiliki beberapa lokasi water 

point 

h. Patroli perlindungan dan pengamanan 

hutan secara rutin (terdapat laporan 

patroli harian regu RPK dan Laporan 

patroli bulanan PT. KWL yang 

dilaksanakan oleh PT. SOS) 

i. Penggunaan pesawat drone sebagai 

bagiian dari deteksi dini titik api didalam 

areal PT. KWL 

j. Telah melaksanakan deteksi dini bahaya 

kebakaran dan pemantauan hotspot 
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dengan memanfaatkan data / informasi 

dari satelit NOAA & TERRA / AQUA 

secara online (FROS – Fire Report Online 

System, dan FDRS – Fire Danger Rating 

System) dan pengecekan lapangan 

berdasarkan data hotspot yang ada 

(ground check hotspot) 

k. Telah melaksanakan penyuluhan baik 

langsung maupun tidak langsung 

(sosialisasi langsung dan pemasangan 

rambu-rambu kebakaran hutan berupa 

plang informasi/himbauan/peringatan/ 

larangan) 

l. Telah membuat sekat bakar dengan 

memanfaatkan setiap batas petak 

sebagai sekat bakar, dan pada tempat-

tempat tertentu yag tergolong rawan 

kebakaran dibuat sebagai jalur patroli. 

m. Telah menyampaikan laporan bulanan 

upaya penanggulangan kebakaran hutan 

ke instansi terkait 

n. Terdapat plang 

informasi/himbauanlarangan terkait 

perlindungan hutan (ancaman 

kebakaran, perlindungan flora dan 

fauna) 

- Hasil observasi lapang ditemukan tanda-

tanda kegiatan illegal loging dalam areal PT. 

KWL pada posisi koordinat sekitar S 

00o44’12” dan E 116o01’49” dan S 00o43’35” 

dan E 116o01’29”. Selain itu, seperti yang 

sudah disebutkan dalam verifier 3.1.4, 

ditemukan balok kayu jenis ulin dan jenis lain 

yang ditemukan di sekitar areal KPPN pada 

posisi koordinat sekitar S 00o47’1” dan E 

116o03’15”, bekas pondok peladang yang 

ada dalam areal DPSL pada posisi koordinat 

sekitar S 00o48’15” dan E 116o03’22”, ladang 

dan pondok masyarakat yang ada dalam 

areal KPPN pada posisi koordinat sekitar S 

00o47’16” dan E 116o03’6” dan posisi 

koordinat sekitar S 00o47’45” dan E 

116o03’0”, serta ladang dan pondok 

masyarakat yang ada di sempadan Sungai 

Ponaq pada posisi koordinat sekitar S 

00o43’57” dan E 116o00’41”. 

- PT. KWL baru melakukan tindakan preemtif 

dan preventif dalam kegiatan perlindungan 

dan pengamanan hutan, tetapi belum 

melakukan tindakan represif. 

Kesimpulan Indikator 3.2.   16/24 x 100% = 66,67% (SEDANG) 
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3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

PT. KWL telah memiliki sejumlah SOP dan WI 

terkait pengelolaan dan pemantauan dampak, 

tetapi belum memiliki SOP terkait  pemantauan 

arah dan kecepatan angin, sebagaimana 

direkomendasikan dalam dokumen Amdal 

(1998) 

 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

- PT. KWL telah meiliki sarana pengelolaan 

dan pemantauan dampak tetapi belum 

sepenuhnya sesuai dengan dokumen 

perencanaan, peraturan yang berlaku, 

dan/atau SOP yang ada 

- PT. KWL belum memiliki ijin TPS limbah, 

tetapi sedang dalam proses penerbitan izin 

TPS Limbah dari instansi terkait (Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Trpadu 

Satu Pintu, Kab. Kubar) 

- PT. KWL belum memiliki sarana 

pemantauan seperti SPAS dan anemo meter, 

sebagaimana direncanakan dalam dokumen 

Amdal(1998) 

- PT. KWL telah memiliki sarana TPA tetapi 

masih menggabungkan antara sampah 

organik dan sampah anorganik 

 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D BAIK 

(Tetap) 

 

PT. KWL telah memiliki personil untuk kegiatan 

pengelolaan dan pemantauan dampak dan juga 

telah memenuhi ketentuan jumlah minimal 

GANIS PHPL BINHUT, sebagaimana diwajibkan 

oleh peraturan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-

IPHH/2015. 

 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

PT. KWL telah memiliki dokumen rencana 

pengelolaan yakni Amdal (1998) dan RKU 

(2008) dan sudah diimplementasikan sebagian. 

Yang belum dilakukan antara lain melakukan 

penanaman LCC/tanaman penutup tanah 

segera setelah persiapan lahan/LC dilakukan, 

serta membuat jebakan sedimen dalam upaya 

pengendalian erosi yang terjadi, sebagaimana 

rekomendasi dokumen Amdal (1998) 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT. KWL telah memiliki dokumen rencana 

pemantauan yakni Amdal (1998) dan RKU 

(2008) dan sudah diimplementasikan sebagian. 
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tanah dan air Yang belum dilakukan antara lain pemantauan 

arah dan kecepatan angin dengan alat 

anemometer sebagaimana direkomendasikan 

dalam dokumen Amdal (1998). 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 

air 

D SEDANG 

(Tetap) 

- Terdapat indikasi terjadinya dampak yang 

besar dan penting terhadap tanah dan air, 

serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai 

ketentuan 

- Hasil uji petik lapangan, terlihat di beberapa 

tempat tanda-tanda telah terjadinya 

sedimentasi seperti di sekitar water point 

no.06 pada posisi koordinat sekitar S 

00⁰47’10” dan E 116⁰03’06”. Selain itu, saat 

uji petik alat ukur TMA di Sungai Ponaq, 

terlihat air sungai Ponaq sangat keruh. 

- Hasil uji lab air selama periode setahun 

terakhir (Semester II tahun 2016 dan 

semester I tahun 2017), menunjukkan 

semua parameter kualitas air yang dianalisis, 

berada dibawah baku mutu kecuali COD 

yang diukur pada semester II tahun 2016 

dari sample air yang berasal dari hilir Sungai 

Ponaq. Nilai COD menunjukkan jumlah 

oksigen yang ada didalam air yang 

dibutuhkan untuk reaksi oksidasi bahan 

organik menjadi anorganik secara kimiawi 

(jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi bahan organik secara 

lengkap). Nilai COD akan meningkat sejalan 

dengan meningkatnya nilai bahan organik di 

perairan. 

- Kegiatan pengelolaan LB3 sudah dilakukan, 

tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Di camp kontraktor 

pada posisi koordinat sekitar S 00⁰44’46” dan 

E 116⁰02’28”, ditemukan ceceran oli di tanah 

yang ada di area workshop. 

- Kegiatan pengelolaan sampah domestik di 

basecamp sudah memisahkan antara sampah 

organik dan sampah anorganik, tetapi di TPA 

masih menggabung antara sampah organik 

dan sampah anorganik. 

 

Kesimpulan Indikator 3.3.   26/36x 100% = 72,22% (SEDANG) 

4. Indikator No. 3.4  : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka 

(endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan 

Endemik 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 29 dari 57 
 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu 

pada perundangan/ peraturan 

yang berlaku 

D SEDANG 

(Tetap) 

- PT. KWL telah memiliki prosedur identifikasi 

untuk flora dan fauna tetapi belum 

menyajikan secara rinci proses dan langkah 

kegiatan identifikasi, sampai kepada 

penetapan status konservasi flora dan/atau 

fauna dengan memanfaatkan minimal PP 

7/1999, IUCN Redlist, dan Appendix CITES. 

- SOP Identifikasi Jenis Fauna sudah mengacu 

ke beberapa peraturan seperti PP No. 7 

tahun 1999 tetapi belum mengacu kepada 

Redlist IUCN dan Appendix CITES, meliputi 

identifikasi terhadap jjenis burung, mamaia, 

dan reptilia, tetapi belum mencakup 

identifikasi terhadap herpetofauna (reptil dan 

amphibi) 

- SOP Identifikasi Flora sudah mengacu ke 

beberapa peraturan seperti PP No. 7 tahun 

1999 dan Appendix CITES tetapi belum 

mengacu kepada Redlist IUCN, SSOP ini 

mencakup identifikasi terhadap vegetasi 

tingkat semai (diameter <2 cm atau tinggi 

>10 cm - <2 m), tingkat pancang (diameter 

>2 - <10 cm dengan tinggi > 2 m), tingkat 

tiang (diamater >10 - <20 cm), dan tingkat 

pohon (diameter >20 cm). 

 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

D BAIK 

(Tetap) 

- Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang 

sudah dilakukan oleh PT. KWL terekam 

dalam beberapa dokumen, sejak studi Amdal 

(1998) sampai dengan tahun 2017, termasuk 

studi NKT pada tahun 2014 yang menyajikan 

secara lengkap hasil identifikasi flora dan 

fauna beserta status konservasinya beserta 

dengan informai terkait sifat endemiknya. 

- Hasil identifikasi flora dan fauna yang 

dilindungi telah dirinci berdasarkan status 

perlindungannyamenurutsifat endemiknya, 

peraturan yang berlaku PP 7/1999, tingkat 

kerawanannya menurut RedList IUCN, dan 

aturan perdagangannya menurut Appendix 

CITES 

Kesimpulan Indikator 3.4.   10/12x 100% = 83,33% (BAIK) 

5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 

bagian yang tidak rusak 
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3.5.1 

Ketersedian prosedur pengelo-

laan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

Prosedur pengelolaan flora/fauna dilindungi 

masih bersifat umum dimana kegiatan 

pengelolaan flora belum berbasis pada jenis 

flora dilindungi bedasarkan hasil identifikasi 

flora sebelumnya. 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan yangdirencanakan 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

PT. KWL baru melakukan sebagian dari semua 

bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang 

ada didalam SOP. Yang belum dilakukan 

antara lain kegiatan penanaman 

pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung yang 

mempunyai tutupan lahan kurang baik atau 

terdegradasi dari jenis-jenis lokal yang 

dilindungi di areal KL sebagaimana 

direkomendasikan dalam dokumen Amdal 

(1998), RKU (2008), maupun dokumen Laporan 

Assessment Penilaian NKT PT. KWL (2014). 

serta belum membuat peta kegiatan, atau 

menyediakan jenis-jenis flora dilindungi di 

persemaian. 

 

3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

- Berdasarkan Laporan Assessment Penilaian 

NKT PT. KWL (2014), diketahui bahwa areal 

konsesi PT KWL termasuk dalam formasi 

hutan kayu besi. Hal ini ditunjukkan dengan 

ditemukannya vegetasi pohon kayu besi atau 

Eusideroxylon zwageri (Lauraceae) atau oleh 

penduduk  setempat dikenal dengan nama 

Ulin, Beliyant, Telihan yang tumbuh secara 

menyebar. 

- Berdasarkan Laporan Assessment Penilaian 

NKT PT. KWL (2014), juga diketahui bahwa 

didalam areal PT. KWL ditemukan jenis 

dilindungi dan jenis sangat terancam punah, 

antara lain Dipterocarpus tempehes, 

Dryobalanops  aromatica, Hopea 

mengerawan, Hopea nervosa, Hopea sangal, 

Shorea balangeran, Shorea  johorensis, 

Shorea lamellata, Shorea smithiana, ulin 

(Eusideroxylon zwageri), dan jenis-jenis 

lainnya sebagaimana sudah disajikan dalam 

pembahasan verifier 3.4.2 sebelumnya. 

Keberadaan spesies ini dan habitatnya perlu 

dikelola untuk melestarikan dan 

meningkatkan populasi spesies yang paling 
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terancam ini, antara lain dengan 

perlindungan menyeluruh jenis-jenis di 

seluruh areal konsesi PT. KWL dan 

melakukan penanaman dan pengayaan jenis-

jenis tersebut pada areal kawasan lindung 

PT. KWL. 

- Berdasarkan dokumen ini juga diketahui 

bahwa ancaman terbesar untuk jenis ulin 

adalah pembalakan liar yang terjadi di dalam 

kawasan PT. KWL. Jenis ulin merupakan 

kayu yang menjadi primadona bagi 

pembalak–pembalak  liar  untuk  diambil  

dan  di  jual  ke  luar  daerah.  Kayu  yang  

keluar  dari kawasan  hutan  berupa  kayu  

olahan  (papan  dan  balok),  pengangkutan  

mengunakan  truk (volume 4 m3), setiap hari 

rata-rata lebih 4 truk membawa kayu keluar 

dari wilayah ini. 

- Sebagaimana sudah dibahas dalam verifier 

3.1.4 dan 3.2.4, berdasarkan hasil observasi 

lapang, ditemukan balok kayu jenis ulin dan 

jenis lain yang ditemukan di sekitar areal 

KPPN pada posisi koordinat sekitar S 00o47’1” 

dan E 116o03’15”, dan di areal lainnya diluar 

kawasan lindung dengan jenis kayu ulin yng 

belum selesai dikerjakan, pada posisi 

koordinat sekitar S 00o44’12” dan E 

116o01’49” dan S 00o43’35” dan E 

116o01’29”. 

- Kesimpulan auditor, adalah terdapat 

gangguan terhadap kondisi sebagian species 

flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik yang terdapat 

di areal pemegang izin, tetapi terdapat 

upaya-upaya penanggulangan gangguan 

yang dilakukan oleh pemegang izin. 

Kesimpulan Indikator 3.5.   12/18 x 100% = 66,67% (SEDANG) 

 

 

6. Indikator No. 3.6  : Pengelolaan Fauna untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 

bagian yang tidak rusak 
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3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup 

kegiatan perencanaan, 

pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan) 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

SOP pengelolaan fauna masih bersifat umum, 

dengan kata lain pengelolaan fauna yang akan 

dilakukan belum berbasis pada jenis fauna 

dilindungi berdasarkan hasil identifikasi. 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan fauna 

sesuai dengan yang 

direncanakan 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

PT. KWL baru melakukan sebagian dari semua 

bentuk-bentuk pengelolaan fauna yang ada 

didalam SOP. Yang belum dilakukan antara lain 

kegiatan penanaman pengayaan/rehabilitasi 

kawasan lindung yang mempunyai tutupan 

lahan kurang baik atau terdegradasi dari jenis 

flora pakan satwa, juga belum membuat peta 

kegiatan, atau menyediakan jenis-jenis flora 

pakan satwa di persemaian. 

3.6.3 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemik 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

- Berdasarkan dokumen Amdal (1998) dan 

Laporan Assessment Penilaian NKT PT. KWL 

(2014), ditemukan sejumlah jenis satwa 

dilindungi, beberapa diantaranya adalah jenis 

mamalia yang sangat tergantung pada 

kondisi tajuk sebagai jalur pergerakan, 

sumber pakan dan cover seperti jenis Owa 

(Hylobates agilis). Beruk (Macaca 

nemestrina), Bekantan (Nasalis larvatus), 

atau Kukang (Nycticebus caucang). 

Berdasarkan pustaka yag ada, jenis-jenis ini 

merupakan jenis arboreal dan kurang dapat 

beradaptasi dengan ekosistem buatan seperti 

HTI dan membutuhkan dan tergantung pada 

ekosistem hutan alam dengan keaneka-

ragaman tegakan pohon yang tinggi serta 

kesinambungan kanopi pohonnya sebagai 

sumberdaya untuk kelangsungan hidup, 

pergerakan dan mencari pakannya. 

- Menurut Laporan Assessment Penilaian NKT 

PT. KWL (2014), Kelawat (Owa Kalimantan) 

dan bekantan, kondisinya sangat terjepit 

dengan peralihan lahan untuk HTI. Walaupun 

perusahaan sudah menyediakan kawasan 

untuk konservasi satwa-satwa tersebut 

(KPPN dan Sempadan Sungai), namun 

kondisinya juga makin mengkawatirkan 
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karena telah terfragmentasi oleh perkebunan 

masyarakat. Kawasan yang sangat terbatas 

itu mengancam keberadaan primata yang 

hidup berkelompok, karena masing-masing 

kelompok mempunyai area territorial. 

Bekantan lebih menyukai hidup di pinggir 

sungai, namun sering kali mereka mencari 

makan ke tengah hutan dan turun ke tanah. 

Namun karena kawasan hutan yang baik 

hanya di sempadan sungai, mereka juga 

semakin terbatas dalam mencari makan. 

Selain itu karena kawasan tersebut sudah 

ditengah-tengah perkebunan hutan tanaman, 

perkebunan sawit, pertambangan, bisa jadi 

menjadi tempat terakhir bagi kehidupan 

satwa. Bagaikan sebuah pulau kecil yang ada 

di tengah lautan perkebunan yang tidak 

dapat memberi kehidupan bagi sisa satwa 

yang masih ada. 

- Berdasarkan hasil wawancara auditor sosial 

dengan masyarakat dari desa Kendesiq, 

diketahui bahwa saat kegiatan kegiatan 

berburu sudah sangat jarang dilakukan, 

karena jenis-jenis satwa yang biasa diburu 

seperti babi atau rusa sudah sangat jarang 

ditemukan di wilayah ini 

- Kesimpulan auditor adalah terdapat 

gangguan terhadap kondisi sebagian species 

fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik yang terdapat 

di areal pemegang izin, tetapi terdapat 

upaya-upaya penanggulangan gangguan 

yang dilakukan oleh pemegang izin 

Kesimpulan Indikator 3.6.   12/18x 100% = 66,67 (SEDANG) 

 

 

 

 

D. KRITERIA SOSIAL 
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setempat. 
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VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan mengenai 

pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin. 

 

D BAIK 

(Tetap) 

 

PT KWL memiliki dokumen yang lengkap dan 

jelas terkait pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 

setempat tertuang  dalam dokumen :  

1. AMDAL PT KWL   

2. Laporan Kajian Kekinian Aspek Sosial 

(Social Mapping) di PT KWL 

3. Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT 

KWL (HCV NKT 5 dan 6) 

4. Dokumen Final Integrated Sosial Forest 
Management Plan (ISFMP) PT. KWL  

5. Peta Sebaran Desa PT KWL tahun 2016 

skala 1 : 130.000 

6. Peta Identifikasi Hasil Hutan Non Kayu 

(HHBK) PT KWL tahun 2017 skala 1 : 

130.000 

Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT KWL  

dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HT 

Periode Tahun 2008 – 2017, RKTUPHHK Tahun 

2016 dan Tahun 2017 dan dibidang kelola sosial  

tertuang dalam Project Plan Community 

Development Tahun 2016 dan Tahun 2017. 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas /rekon-

struksi batas kawasan secara 

partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

PT KWL memiliki mekanisme penataan batas 

/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif 

dan penyelesaian konflik batas kawasan yang 

disepakati para pihak tertuang dalam  SOP 

Pemetaan Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik 

Lahan dan SOP Penyelesaian Tumpang Tindih.  

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut  

terdapat ketidakkonsistenan pada lembar 

pengesahannya dalam penulisan Revisi dan 

tanggal terbit  SOP antara lembar ke 1 dengan 

lembar berikutnya tidak sama. 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

D SEDANG 

(Turun) 

 

 

PT KWL  memiliki mekanisme terkait  

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang 

dalam SOP Studi Data Dasar, SOP Hasil Hutan 

Bukan Kayu, SOP FPIC/Padiatapa, SOP  

Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat dan SOP 

Studi Dampak Sosial. 

Hasil telaahan terhadap isi SOP tersebut 

terdapat ketidakkonsistenan pada lembar 

pengesahannya dalam penulisan Revisi dan 
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tanggal terbit  SOP antara lembar ke 1 dengan 

lembar berikutnya tidak sama. 

Pada SOP Studi Dampak 

Sosialreferensinya masih mempergunakan 

Permen LHK P.95 Tahun 2014 dan Perdirjen 

PHPL P. 14 tahun 2014 yang telah di cabut 

dan belum mengacu pada Peraturan yang 

terbaru yaitu Permen LHK P.30 tahun 2016 dan 

Perdirjen PHPL P.14 tahun 2016 (padahal 

revisinya  diterbitkan tanggal 9 Maret 2017). 

4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat. 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

Hasil telaahan terhadap dokumen PT KWL 

periode 1 tahun terakhir (tahun 2016 – 2017) 

dan observasi lapangan diperoleh data dan 

informasi bahwa pada areal PT KWL banyak 

ditemukan aktivitas perladangan oleh 

masyarakat sekitar namun baru sebagian yang 

telah dilakukan penataan batasnya di lapangan. 

PT KWL memiliki sebagian bukti – bukti terkait 

luas dan batas kawasan areal perusahaan 

dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat 

setempat. 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya  

PT KWL  telah mendapat persetujuan dan 

dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini 

pemerintah pusat dan  pemerintah daerah) ini 

dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK HT PT 

KWL, SK Pengesahan RKUPHHK HT dan SK 

RKTUPHHK HT PT KWL, sedangkan dukungan 

dari masyarakat sekitar baru sebagian saja 

(yaitu dari masyarakat kampung Rikong), 

sedangkan dukungan atau kesepakatan dari 

masyarakat  kampung lainnya (seperti kampung 

Ponaq, Kendesiq, Bekokong dan Muara Siram) 

belum ada.  

Dan pada areal PT KWL masih terdapat potensi 

konflik terkait Klaim Lahan oleh  masyarakat  

sekitar. 

 

Kesimpulan Indikator 4.1.   22/30x 100% = 73,33% (SEDANG) 

 

2. Indikator No. 4.2  : Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 
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4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan perun-

dangan yang relevan/berlaku. 

D BAIK 

(Tetap) 

 

PT KWL memiliki dokumen yang lengkap terkait 

tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai 

dengan peraturan perundangan yang 

berlaku/relevan tertuang dalam : SK IUPHHK-

HT PT KWL; Dokumen RKUPHHK-HT PT KWL 

periode tahun 2008-2017; RKTUPHHK-HT PT 

KWL tahun 2016 dan tahun 2017, Hasil 

Kesepakatan PT KWL dengan masyarakat desa 

Rikong tanggal 05 September 2012 yang 

dilegalisasi oleh Notaris Gared Randhani, SH ; 

Project Plan Community Development PT KWL 

tahun 2016 dan tahun 2017 ; serta Laporan 

PMDH PT KWL Semester I dan II tahun 2016 

,dan Semester I tahun 2017. 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

PT. KWL  memiliki  mekanisme terkait 

pemenuhan kewajiban sosial  terhadap 

masyarakat  yang dituangkan dalam : 

1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 

(PMDH)   

2. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola 

Kemitraan   

3. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan   

4. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)    

5. SOP Kelola Sosial (CSR)     

Hasil telaahan terhadap  SOP tersebut 

terdapat ketidakkonsistenan pada lembar 

pengesahannya yaitu dalam penulisan Revisi 

dan tanggal terbit  SOP antara lembar ke 1 

dengan lembar berikutnya tidak sama. 

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 

mengelola SDH. 

D SEDANG 

(Tetap) 

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen PT 

KWL  periode 1 tahun terakhir dan hasil 

wawancara dengan responden (wakil dari 

masyarakat Rikong dan Ponaq) diperoleh 

informasi bahwa masyarakat sekitar 

membenarkan adanya kegiatan sosialisasi dari 

PT. KWL ke desa mereka (Rikong dan Ponaq), 

sedangkan bukti sosialisasi untuk kampung 

yang lain tidak ditemukan. 

PT KWL memiliki sebagian bukti terkait 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan kewajiban 

terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber 

Daya Hutan. 

 

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT KWL memiliki sebagian bukti terkait 

realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap seluruh masyarakat yang berada di 
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terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

sekitar areal meliputi : 

a. Bantuan BBM untuk penerangan/ listrik di 

kampung Rikong 

b. Bantuan Hari Besar Agama dan HUT RI 

c. Bea siswa SMA 1 orang di kampung Rikong 

(a.n Dicky Supriyanto) Rp. 1,5 juta/tahun 

d. Bantuan Transportasi (terutama bila ada 

yang sakit dan atau ada acara keagamaan) 

e. Bantuan Duka Cita (apabila ada warga yang 

meninggal dunia) 

f. Acara Adat Pelas Hutan di kampung 

Rikong (acara buka Blok RKT) 

g. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal untuk 

pembangunan HTI 

Hasil telaahan terhadap dokumen dan 

wawancara dengan masyarakat sekitar 

(kampung Rikong dan Ponaq) diperoleh 

informasi bahwa masyarakat membenarkan 

adanya Program CSR/PMDH PT KWL  di desa 

mereka, namun pemenuhan tanggung jawab 

sosial terhadap masyarakat sekitar oleh  PT 

KWL masih minim dan belum memberikan 

dampak yang signifikan terhadap masyarakat 

sekitar. 

 

4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung jawab 

sosial pemegang izin termasuk 

ganti rugi. 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT. KWL memiliki sebagian bukti  

laporan/dokumen  terkait pelaksanaan 

tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk 

ganti rugi yang tertuang dalam Laporan PMDH 

PT KWL Semester I dan II Tahun 2016 

(realisasinya 9,28 %) dan Semester I Tahun 

2017 (realisasinya 28,94 %), Berita Acara Serah 

Terima Bantuan PT KWL Tahun 2016 – 2017 

dan Bukti Kuitansi Pembayaran tahun 2016 - 

2017 

Kesimpulan Indikator 4.2.   22/30 x 100% = 73,33% (SEDANG) 

 

 

3. Indikator No. 4.3  : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang 

adil antar para pihak.  
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4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH 

 

D BAIK 

(Tetap) 

 

PT KWL memiliki data dan informasi yang 

lengkap terkait masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH tertuang dalam beberapa 

dokumen: 

1. Daftar Tenaga Kerja PT KWL bulan Oktober 

2017 (ada 61 orang karyawan) 

2. Daftar Kontraktor PT KWL bulan Oktober 

2017 (ada 3 Kontraktor) 

3. Kajian Kekinian Aspek Sosial (Social 
Mapping) di PT KWL   

4. Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT 

KWL (HCV NKT 5 & 6)   

5. Dokumen Studi Dampak Sosial (SDS) PT 

KWL. 

4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

PT. KWL  memiliki sebagian mekanisme terkait 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat tertuang dalam SOP Pembinaan 

Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP 

Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan, 

SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, 

SOP Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kelola 

Sosial (CSR), namun tidak ditemukan 

mekanisme atau SOP yang mengatur 

perihal Peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau 

setempat secara khusus serta mekanisme yang 

mengatur Pembuatan Perjanjian dengan 

Masyarakat. 

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut terdapat 

ketidakkonsistenan pada lembar 

pengesahannya dalam penulisan Revisi dan 

tanggal terbit  SOP antara lembar ke 1 dengan 

lembar berikutnya tidak sama. 

4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

 

D SEDANG 

(Tetap) 

Dokumen PT KWL terkait rencana kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat sekitar dituangkan dalam : 

1. RKUPHHK HT PT KWL Periode Tahun 2008 – 

2017 

2. RKTUPHHK HTI PT KWL Tahun 2016 dan 

tahun 2017 

3. Project Plan Community Development  PT 

KWL Tahun 2016 dan Tahun 2017 

 

Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut 

diketahui   bahwa PT KWL memiliki dokumen 

terkait rencana kegiatan peningkatan peran 
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serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, 

namun kurang lengkap dan kurang jelas 

karena tidak dirinci program-program 

kegiatanya pada masing-masing desa binaan. 

4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

sasaran 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT KWL memiliki bukti sebagian (< 50 %) 

terkait implementasi kegiatan peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau masyarakat setempat 

oleh pemegang izin yang tertuang dalam : 

1. Laporan PMDH PT KWL Semester I  dan II 

tahun 2016 ( realisasi =9,28 %) dan 

Semester I tahun 2017 ( realisasi =28,94 

%), rata-rata 19,11 % (<50%) 

2. Pemanfaatan Kontraktor Lokal (terdapat 1 

kontraktor   lokal dari 3 Kontraktor PT KWL 

yang ada atau sebesar 33,33 %) 

3. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, ada 30  

karyawan lokal dari total  61 karyawan PT 

KWL atau sebesar  49,18 %  

4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada 

para pihak 

 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT. KWL memiliki dokumen/laporan terkait 

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para 

pihak (karyawan, kontraktor dan masyarakat) 

tertuang dalam Laporan  Realisasi  Kegiatan 

PMDH Semester I & II tahun  2016, dan 

semester I tahun 2017; Rekap  Gaji Karyawan 

PT.  KWL tahun 2016   dan Pembayaran Upah 

Kontraktor PT KWL tahun 2016. 

Kesimpulan Indikator 4.3.   22/30x 100% = 73,33% (SEDANG) 

4. Indikator No. 4.4  : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

 

D SEDANG 

(Turun) 

 

PT KWL memiliki mekanisme resolusi konflik 

yang tertuang dalam SOP Penyelesaian Konflik 

Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih  dan 

SOP FPIC/Padiatapa, namun tidak lengkap dan 

kurang jelas. 

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut terdapat 

ketidakkonsistenan pada lembar 

pengesahannya dalam penulisan Revisi dan 

tanggal terbit  SOP antara lembar ke 1 dengan 

lembar berikutnya tidak sama. 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

D SEDANG 

(Tetap) 

PT KWL memiliki dokumen terkait Pemetaan 

Konflik tertuang  dalam Peta Sebaran Desa dan 

Areal Konflik/Klaim Lahan PT KWL tahun 2017 
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  skala 1: 126.000 dan Laporan Akhir Pemetaan 

Konflik Areal PT KWL. 

Hasil telaahan terhadap Peta Sebaran Desa dan 

Areal Konflik/Klaim Lahan PT KWL tahun 2017 

skala 1: 126.000 dan Laporan Akhir Pemetaan 

Konflik Areal  pada areal PT KWL terdapat klaim 

lahan baik oleh masyarakat sekitar maupun 

overlaping dengan kebun sawit terdapat 15 

kasus dan pada 1 tahun terakhir tidak terdapat 

perkembangan dalam upaya penyelesaian 

konflik/kasus tersebut.  

Dan tidak diketemukan dokumen PT KWL 

terkait Pemetaan Resolusi Konflik sesuai 

Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ 

PHPL.12/2016 tentang Pedoman Pemetaan 

Potensi  dan Resolusi Konflik pada Pemegang 

Izin UPHHK dalam Hutan Produksi. 

4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh 

para pihak. 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

Struktur organisasi/lembaga penyelesaian 

konflik PT KWL masih tergabung menjadi 

dengan struktur organisasi PT KWL Distrik 

Ponaq dan selama ini bila ada konflik/kasus 

langsung ditangani oleh Forest Protection 

Koordinator PT KWL yang ada di Distrik Ponaq 

dan selanjutnya diteruskan ke Kepala HTI PT 

KWL, sedang dalam Penyiapan Dana PT KWL 

telah menyusun Rencana Anggaran Biaya 

Penyelesaian Konflik PT KWL Tahun 2017 yang 

tercantum dalam Laporan Akhir Pemetaan 

Konflik Areal pada Areal PT KWL Tahun 2017, 

dan selama 1 tahun terakhir (2016 – 2017) 

belum ada kasus klaim lahan diselesaikan. 

 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi 

D SEDANG 

(Tetap) 

Berdasarkan hasil identifikasi konflik pada areal 

PT KWL terdapat 15 kasus konflik klaim lahan 

oleh   masyarakat sekitar dengan estimasi luas 

klaim 10.656 Ha. 

Tim FP PT KWL telah menyusun Laporan Akhir 

Pemetaan Konflik Areal PT KWL terhadap 15 

kasus  tersebut terhadap pihak-pihak yang 

mengajukan klaim, lokasi dan luasnya serta 

menyusun rencana anggaran untuk 

menyelesaikan masing-masing konflik tersebut. 

 

Berdasarkan penjelasan Petugas Kelola Sosial 

PT KWL diperoleh informasi bahwa selama 

periode 1 tahun terakhir (2016-2017) tidak 
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terdapat kegiatan/upaya terkait penyelesaian 

konflik yang ada, baru tahap usulan biaya untuk 

proses penyelesaian konflik/klaim lahan. 

Kesimpulan Indikator 4.4.   16/24x 100% = 66,67% (SEDANG) 

5. Indikator No. 4.5  : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga 

kerja. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial. 

D BAIK 

(Tetap) 

PT KWL telah merealisasikan hubungan 

industrial yang dibuktikan dengan terpenuhinya 

sarana hubungan industrial yang meliputi : 

Peraturan Kerja Bersama (PKB) PT  KWL 

Periode Tahun 2016-2018, yang telah disahkan  

Kepala  Disnakertrans Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor : KEP. 560/2926/B.PHI & 

JAMSOSTEK/2016 tanggal 12 Oktober 2016  

dengan masa berlaku sampai 11 Oktober 2018 

dan telah dilakukan sosialisasi kepada karyawan 

PT KWL di Distrik  Ponaq  pada tanggal 5 

September 2016 dengan peserta sebanyak 27 

orang (terdapat BA dilengkapi daftar hadir) dan 

selain itu setiap karyawan PT KWL 

mendapatkan 1 (satu) buah buku saku PKB.  

Implementasinya Hubungan Industrial 

dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) 

yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan 

dengan Karyawan bersangkutan pada saat 

masuk kerja. 

PT KWL juga memiliki SOP Hubungan Industrial 

yang mengatur hubungan antara Perusahaan 

dengan karyawannya. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja. 

 

D SEDANG 

(Turun) 

 

PT KWL telah merealisasikan pengembangan 

kompetensi karyawannya melalui pelatihan in 

house dan ex house training sesuai dengan 

rencana kebutuhannya. Pada tahun 2017 PT 

KWL telah merealisasikan Training terhadap 

karyawannya sebanyak 58 orang dari yang 

direncanakan 74 orang atau sebesar 78,38 %. 

Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT KWL 

memiliki 7 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet 

=1, Canhut = 1, Nenhut = 1, Binhut = 1 dan 

PKB-R = 3 (kartu SIM masih berlaku) dan telah 

memenuhi ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 

tahun 2015, akan tetapi terdapat Ganis 
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Nenhut an. Syamsul Marlin yang telah 

dimutasikan ke PT Kelawit Hutani Lestari pada  

Mei tahun 2016 sesuai dengan Keputusan 

Direktur PT KWL No. 03/Dir/V/2016 tetapi 

masih terdaftar di PT KWL. 

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

 

D SEDANG 

(Turun) 

 

PT KWL memiliki dokumen standart jenjang 

karir yang dituangkan dalam PKB PT KWL 

Periode 2016 – 2018 (Bab XI Pasal 68 sampai 

pasal  71) dan PT KWL memiliki beberapa SOP 

yang mengatur perihal Jenjang Karir serta 

mekanisme lainnya dan baru sebagian 

diimplentasikan. 

Hasil  wawancara dengan  Bagian HRD dan 

karyawan PT KWL diperoleh informasi bahwa  

PT KWL baru   mengimplementasikan 

sebagian standar jenjang karir  tersebut  

kepada karyawannya. 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

 

D SEDANG 

(Tetap) 

 

PT KWL memiliki dokumen terkait tunjangan 

kesejahteraan karyawan  tertuang dalam Bab V 

– Bab VI (Pasal 26 – 38) PKB PT KWL Periode 

2016 – 2018 dan telah diimplementasikan 

seluruhnya. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil 

wawancara dengan karyawan PT KWL diperoleh 

informasi bahwa semua tunjangan 

kesejahteraan karyawan telah dipenuhi oleh 

pihak Unit Manajemen PT KWL sesuai klausul-

klausul yang tercantum dalam PKB,  dibidang 

kesehatan PT KWL  terdapat Klinik Perusahaan 

yang dilengkapi dengan Tenaga Medis (1 orang 

Paramedis), akan tetapi pemakaian bangunan 

fisik yang ada di Base Camp KM 62 PT KWL 

seperti Kantor, Mess Karyawan dan fasilitas 

lainnya masih gabung menjadi satu dengan PT 

KHL.  

Kesimpulan Indikator 4.5.   18 /24x 100% = 75,00% (SEDANG) 

 

 

E. VLK HUTAN 

PRINSIP 1  :  Kepastian areal IUPHHK-HTI 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 

(SKIUPHHK) 

M PT. Kelawit Wanalestari telah memiliki dokumen legal 

terkait dengan perizinan usaha dalam hal ini SK 

IUPHHK-HTI Nomor : SK. 169/Menhut-II/2005, tanggal 

16 Juni 2005, tentang Pemberian Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Kepada PT  Kelawit Wanalestari atas Areal Hutan 

seluas ± 22.065 (dua puluh dua ribu enam puluh lima) 

Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. 

Dokumen SK IUPHHK-HTI tersebut dilampiri peta 

lampiran SK IUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. Selain itu 

dokumen legal perusahaan yang lain seperti Akte 

Perusahaan (dan perubahan terakhir), SIUP, TDP, 

NPWP 

Susunan Pengurus : 

Komisaris Utama              : Lin Min Keng 

Komisaris  : Effendi Saputra Tjua 

Direktur Utama  : Daniel Avian Karjadi 

Direktur   : Donny Ingkiriwang  

1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(IIUPHHK). 

M Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat 

perubahan dokumen Surat Perintah Pembayaran Iuran 

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP-

IHPHTI) No. 224/VI-Edar/2001 tanggal 22 Pebruari 

2001 senilai Rp Rp. 57.369.000 

Terdapat bukti  setor IIUPHHK berupa surat setoran 

Kepada Bank Indonesia Nomor 100087. Tanggal 04–

04–2001 sejumlah Rp. 57.369.000. Penyetor atas nama 

Rasun, sebagai pegawai PT Kelawit Wanalestari. 

1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 

kegiatan IUPHHK (jika ada) 

M Terdapat upaya identifikasi PT Kelawit Wanalestari 

terhadap penggunaan areal yang sah di luar kegiatan 

IUPHHK dengan melakukan overlay dengan lampiran 

peta SK 718/Menhut-II/2014. Terdapat perubahan 

status kawasan pada sebagian kawasan Hutan 

Produksi menjadi Areal Penggunaan Lain seluas ± 

4.447 Ha 

Areal Penggunaan Lain sebagian telah menjadi areal 

izin perusahaan kelapa sawit atas nama PT Teguh 

Swakarsa Sejahtera dan SK HGU berdasarkan SK 

Kepala BPN Nomor 59/HGU/BPN/2005 tanggal 02 Juni 

2005, dan terdapat areal overlapping dengan PT KWL 

seluas ± 3.355 Ha. 

PRINSIP 2 :  Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 
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2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan 

Kerja/RTT beserta lampirannya yang 

telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah hutan 

dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 

berdasarkan RKU/RPKH dan 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval. 
c) Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL 

Canhut. 

M Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI dan lampiran peta 

skala 1 : 50.000 PT Kelawit Wanalestari periode tahun 

2008 - 2017 telah disahkan oleh Direktur Bina 

Pengembangan Hutan Tananam atas nama Menteri 

Kehutanan Nomor: SK.259/VI-BPHT/2008 tanggal 22 

Juli 2008. 

Selanjutnya PT KWL sedang dalam proses pengesahan 

RKUPHHK-HT yang baru periode tahun 2018 – 2027 

dan telah diajukan untuk mendapat pengesahan dari 

Direktur Jenderal PHPL Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan di Jakarta. 

Terdapat arahan dari Direktur Usaha Hutan Produksi 

(UHP) atas usulan RKUPHHK-HT yang diajukan oleh PT 

Kelawit Wanalestari sesuai dengan Surat Jenderal Surat 

Direktur Jenderal UHP tanggal 26 Oktober 2017 No. 

S.775/UHP/RKUPHT/HPL.1/10/2017 tentang Arahan 

Perbaikan Usulan RKUPHHK-HTI a.n. PT Kelawit 

Wanalestari di Provinsi Kalimantan Timur. Atas arahan 

tersebut PT KWL melakukan perubahan dan revisi dan 

telah disampaikan kembali ke Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Saat audit dilaksanakan 

RKUPHHK-HTI PT KWL Periode 2018 – 2027 masih 

dalam proses pengesahannya. 

Dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2016 telah disahkan 

oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor : SK.133/Kpts/DK-V/2016 tanggal 29 

September 2016 dilampiri  Peta RKTUPHHK-HTI Skala 1 

: 50.000; SK. RKTUPHHK-HTI  2016 berlaku tanggal 29 

September 2016 s/d tanggal 26 Mei 2017; 

Dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2017 telah disahkan 

oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Timur Nomor : SK.435/Kpts/DK-II/2017 tanggal 26 Mei 

2017 dilampiri  Peta RKTUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000; 

SK. RKTUPHHK-HTI  2017 berlaku tanggal 26 Mei 2017 

s/d tanggal 31 Desember 2017; 

Terdapat Ganis PHPL Canhut PT KWL atas nama: 

Amiruddin, No. Reg. 00376-11/CANHUT/XX/2011 

berlaku sampai dengan 24 Juli 2020 

2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

 

M PT Kelawit Wanalestari memiliki peta areal yang tidak 

boleh ditebang yaitu berupa peta lampiran RKTUPHHK-

HT Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang telah disetujui 

berupa Sempadan Sungai, Daerah Perlindungan Satwa 

Liar (DPSL), dan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah. 

Uji petik dilapangan menunjukkan kesesuaian dengan 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

peta di antaranya pada : 

- Batas Areal Daerah Perlindungan Satwa Liar dan 

Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah pada 

koordinat S 000 48’ 01,1” dan E 1160 03’ 05,2” 

- Batas Areal Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah 

pada koordinat S 000 46’ 57,3” dan E 1160 03’ 06,9” 

- Areal Kawasan Lindung Sempadan Sungai Ponaq 

pada koordinat S 000 43’ 58,8” dan E 1160 00’ 44,9” 

2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 

RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

M Terdapat blok/petak tebangan pada peta lampiran 

RKTUPHHK-HT yang disahkan oleh Kepala Dinas 

Kehutanan Tahun 2016 dan 2017. Lokasi RKT 2017 

seluruhnya berada pada lokasi carryover RKT 2016. 

Terdapat Peta Lampiran RKT 2016 dan 2017 Skala 1 : 

50.000 dan posisi blok/petak tebangan benar dan 

terbukti di lapangan sesuai pada koordinat sbb. : 

- Batas Blok tebang RKT 2017 Petak 045  Zone 13 

pada koordinat S 000 46’ 29,8” dan E 1160 03’ 06,3” 

terdapat patok batas cat merah. 

- Batas Petak 72 A Zone 13 RKT 2017 pada koordinat 

S 000 44’ 37,7” dan E 1160 01’ 29,3” 

- Batas Petak 72 A1 Zone 13 RKT 2017 pada koordinat 

S 000 44’ 37,9” dan E 1160 01’ 29,3” 

- Batas Petak 82 C Zone 13 RKT 2017 pada koordinat 

S 000 44’ 29,8” dan E 1160 01’ 29,7” 

- Batas Petak 72 B Zone 13 RKT 2017 pada koordinat 

S 000 44’ 30,3” dan E 1160 01’ 29,5” 

- Batas Petak 73 A Zone 13 RKT 2017 pada koordinat 

S 000 44’ 31,0” dan E 1160 01’ 45,9” 

Untuk lokasi yang masih dilakukan harvesting Patok 

Batas dibuat dari bahan Kayu ukuran 5 x 5 cm dengan 

tinggi 60 Cm dan dicat warna putih dengan tulisan 

warna hitam, dan pada areal yang sudah ditanami 

patok dari paralon warna putih ukutan 3 Inchi dengan 

tulisan cat warna merah. 
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Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit 

Wanalestari periode tahun 2008 - 2017 telah 

mendapatkan pengesahan Direktur Bina Pengembangan 

Hutan Tananam atas nama Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.259/VI-BPHT/2008 tanggal 22 Juli 2008. 

Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HTI an. PT. Kelawit 

Wanalestari skala 1:50.000 yang telah diperiksa oleh 

Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja dan Produksi 

Hutan Tanaman Ir. Hargyono, Msc NIP. 710008449 dan 

disetujui oleh a.n. Menteri Kehutanan Dirjen BPK u.b. 

Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dr. Ir. 

Bedjo Santosa, MSi. NIP. 710009303 dengan 

ditandatangi dan distempel. 

Selanjutnya PT KWL sedang dalam proses pengesahan 

RKUPHHK-HT yang baru periode tahun 2018 – 2027 

dan telah diajukan untuk mendapat pengesahan dari 

Direktur Jenderal PHPL Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan di Jakarta. 

Terdapat arahan dari Direktur Usaha Hutan Produksi 

(UHP) atas usulan RKUPHHK-HT yang diajukan oleh PT 

Kelawit Wanalestari sesuai dengan Surat Jenderal Surat 

Direktur Jenderal UHP tanggal 26 Oktober 2017 No. 

S.775/UHP/RKUPHT/HPL.1/10/2017 tentang Arahan 

Perbaikan Usulan RKUPHHK-HTI a.n. PT Kelawit 

Wanalestari di Provinsi Kalimantan Timur. 

Selanjutnya atas arahan tersebut PT KWL melakukan 

perubahan dan revisi dan telah disampaikan kembali ke 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Saat audit dilaksanakan RKUPHHK-HTI PT KWL Periode 

2018 – 2027 masih dalam proses pengesahannya. 

2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-

faatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman industri. 

 

N/A   PT. Kelawit Wanalestari tidak melakukan kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman 

industri pada RKTUPHHK 2016 dan RKT 2017 dari areal 

hutan alam dan pemanfaatan kayu dari hutan alam 
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PRINSIP 3 :  Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1. :  Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ 

dimanfaatkan telah di LHP-kan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah disahkan 

oleh pejabat yang berwenang 

M Terdapat Ganis PHPL PKB-R untuk penerbit LHP PT 

KWL atas nama Juli Santi Reg. 02093-13/PKB-

R/XX/2016 dengan masa berlaku sampai dengan 4 

Desember 2019 sesuai dengan SK Direksi PT KWL No 

SK.109/KWL-SMD/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 

yang telah didaftarkan pada sistem SIPUHH Online. 

PT KWL telah melakukan penatausahaan kayu secara 

SIPUHH Online dan terdapat sarana dan prasarana 

untuk penatausahaan kayunya. 

Penerbitan LHP selama periode penilikan yaitu bulan 

Desember 2016 s/d Awal Desember 2017 sebesar 

68.829,25 SM atau 40.609,26 M3 seperti berikut : 

- Juli 2017 1.220,31 SM; 719,98 M3 

- Agustus 2017 11.449,51 SM; 6.755,21 M3 

- September 2017 13.120,34 SM; 7.741,00 M3 

- Oktober 2017 18.621,86; 10.986,90 M3 

- November 2017 24.045,56; 14.186,88 M3 

- Desember 2017 371,68 SM; 219,29 M3 

Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat pada saat 

audit bulan Desember 2017 terdapat stok kayu hasil 

produksi tebangan RKT 2017 sebanyak 54.061,00 SM 

atau 31.895,99 M3 yang berada di TPK Hutan, di TPK 

Antara I Gunung Bayan dan di TPK Antara 2 Tanjung 

Karas.  

Uji petik terhadap 12 tumpukan stok kayu dilakukan di 

petak 082 C Zone 13 pada Tumpukan Kayu diketahui 

bahwa tidak terdapat perbedaan jenis karena hanya 

ada satu jenis yaitu Acacia mangium dan perbedaan 

volume pengukuran hanya sebesar 0.14 %. 

Identitas kayu diberikan di tumpukan kayu di TPn 

berupa label dari plastik warna merah dan dapat 

ditemukan di lapangan pada tumpukan Kayu di TPn 

hasil produksi pengukuran RKT 2017 yang berisi 

informasi tentang No Tumpukan, No Petak/Zone, 

Dimensi ukuran berupa Panjang, Lebar dan Tinggi, 

Volume Stapple Meter dan Volume M3 
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Indikator 3.1.2. :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 

dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 

terdaftar 

M PT KWL pada RKT tahun 2017 telah melakukan 

produksi pengangkutan kayu dengan menerbitkan 

dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara I 

Gunung Bayan; dari TPK Antara I Gunung Bayan ke 

TPK Antara II Tanjung Karas dan/ atau ke Industri dan 

dari TPK Antara II di Tanjung Karas ke Industri. 

Pengangkutan kayu dan penerbitan SKSHHK dari hasil 

produksi RKT 2017 sbb. : 

A. Dari TPK Hutan ke TPK Antara I Gunung Bayan 

sejumlah 366 Set 22.245,13 SM; 13.124,62 M3 

sebagai berikut : 

- Juli, 2 Set, 98,58 SM; 58,16 M3 

- Agustus, 48 Set, 2.920,38 SM; 1.723,02 M3 

- September, 74 Set, 4.853,76 SM; 2.863,72 M3 

- Oktober, 153 Set 8.711,34 SM; 5.139,69 M3 

- November, 89 Set 5.661,07; 3.340,03 M3 

B. Dari TPK Antara I Gunung Bayan ke TPK Antara II 

Tanjung Karas dan/ Industri sejumlah 5 Set 

22.036,22 SM; 13.001,37 M3 sebagai berikut : 

- September, 1 Set 4.730,04 SM; 2.790,72 M3 

Tujuan Industri PT SBSA. 

- Oktober, 2 Set 9.417,53 SM; 5.556,34 M3 

- November, 1 Set 3.345,91 SM; 1.974,09 M3 

- Desember, 1 Set 4.542,75 SM; 2.680,22 M3 

C. Dari TPK Antara II Tanjung Karas ke Industri PT 

IKPP di Riau sejumlah 10.038,20 SM; 5,922,54 M3 

sebagai berikut : 

- Oktober 1 Set 5.729,80 SM; 3.380,58 M3 

- November 1 Set  3.345,91 SM; 1.974,09 M3 

- Desember 1 Set 962,49 SM; 567,87 M3 

Penerbitan SKSHHK oleh Ganis PKB yang sudah 

terdaftar di SIPUHH Online atas nama : 

 Amadurikin Reg. 00540-11/PKB-R/XX/2011 berlaku 

sampai dengan 22 September 2020  

 Sukaria Reg. 01908-13/PKB-R/XX/2016 berlaku 

sampai dengan 17 Maret 2019  

 Susanto Reg. 00996-11/PKB-R/XX/2011 berlaku 

sampai dengan 28 Desember 2018  
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Indikator 3.1.3. :  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu 

bulat  dari pemegang IUPHHK-HT bisa 

dilacak balak 

M Observasi di lapangan menemukan adanya tumpukan 

kayu hasil tebangan jenis tanaman Acacia mangium 

(Am) di petak tebangan RKT 2017 Petak 082 C Zone 

13 pada koordinat S 000 44’ 26,5” E 1160 01’ 43,1”, 

terdapat tumpukan kayu bulat kecil dengan identitas 

atau tanda yang ditulis di pita ecolin warna merah, 

identitas tersebut meliputi :  

a. Nomor tumpukan 

b. Nomor Petak/Zone 

c. Panjang tumpukan  

d. Lebar tumpukan (panjang potongan kayu) 

e. Tinggi tumpukan 

f. Volume Stapple meter,  

g. Volume Meter Kubik 

Identitas kayu bulat kecil dicantumkan di dokumen 

angkutan Surat Pengantar Angkutan (SPA) dan 

SKSHHK yang membawa kayu dari TPn /TPK Hutan ke 

TPK Antara I Gunung Bayan dengan alat angkut truk.  

Selanjutnya dari TPK Antara I Gunung Bayan 

diterbitkan SKSHHK menuju Industri atau menuju TPK 

Antara II di Tanjung Karas dengan menggunakan 

Ponton/ Tongkang 

Penelusuran asal usul kayu (lacak balak) dapat 

dilakukan sampai ke petak tebangan seperti hasil uji 

petik berikut : 

Dokumen SKSHHK Industri tujuan PT Indah Kiat Pulp 

and Paper di Riau No. KB.B. 2581769 memuat kayu 

sebesar 3.380,58 M3 berasal dari Dokumen SKSHHK 

No. KB.B. 2547558 yang memuat kayu jenis Acacia 

mangium dengan volume 3.380,58 M3 dari TPK Antara 

I ke TPK Antara 2 dilampiri oleh dokumen Surat 

Pengantar Angkutan (SPA). Dalam Dokumen SPA 

diketahui asal kayu dari Dokumen SKSHHK Logging di 

antaranya adalah SKSHK No KB.B. 2444429 yang juga 

dilampiri oleh Surat Pengantar Angkutan (SPA) yang 

memuat asal kayu berupa nomor tumpukan dan petak 

serta No LHP;  

Dalam Uji Petik tersebut diketahui pada tumpukan 

nomor P.080 dari LHP No 016 tanggal 20 September 

2017 dari Petak 072 A. Hasil observasi di lapangan 

Petak 72 A sudah selesai harvesting dan petak sudah 

ditanam pada koordinat S.000 44’ 37,7” dan E 1160 01’ 

29,3”  

Dengan demikian dapat diketahui dan ditelusuri asal 

usul kayu sampai ke Petak Tebangan. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.b. 

Identitas kayu diterapkan secara 

konsisten oleh pemegang izin 

M PT. Kelawit Wanalestari telah menerapkan 

penatausahaan kayunya dengan menggunakan sistem 

SIPUHH Online. 

Pada setiap batang kayu yang diproduksi oleh PT. KWL 

ditumpuk di TPn pada masing-masing petak tebangan 

dan dibubuhi label warna merah yang berisi identitas 

tumpukan berupa Nomor tumpukan, Petak dan Zone, 

panjang, lebar, tinggi tumpukan, vol. SM dan M3. 

Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa kayu pada 

dokumen SKSHHK dapat dilacak balak sampai ke Petak 

tebangan dan diterapkan secara konsisten oleh PT. 

KWL. 

Indikator 3.1.4. :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar 

TPK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 

Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

 

M Terdapat arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri oleh 

dokumen Daftar Kayu atau Surat Pengantar Angkutan 

(SPA) sesuai dengan jumlah kayu yang dimuat.  

Selama periode audit yaitu bulan Desember 2016 – 

November/Desember 2017 diketahui terdapat 

pengangkutan kayu dari hasil produksi RKT tahun 2017 

dari TPK Hutan TPK Antara I dan dari TPK Antara I ke 

Industri atau ke TPK Antara II serta dari TPK Antara II 

ke Industri seperti pada verifier 3.1.2. di atas. 

SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PKB Penerbit SKSHHK 

yang masih berlaku dan terdaftar pada SIPUHH Online 

yaitu : 

 Amadurikin Reg. 00540-11/PKB-R/XX/2011 berlaku 

sampai dengan 22 September 2020. 

 Sukaria Reg. 01908-13/PKB-R/XX/2016 berlaku 

sampai dengan 17 Maret 2019.  

 Susanto Reg. 00996-11/PKB-R/XX/2011 berlaku 

sampai dengan 28 Desember 2018.  
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Indikator 3.2.1. :  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 

Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a. 

Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M Selama periode penilikan ke-1 PT Kelawit Wanalestari 

telah menerbitkan LHP dari SIPUHH Online disertai 

dengan SI PNBP untuk PSDH dari kayu HTI yaitu 

sebesar Rp 219.290.024,00  dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. PSDH Juli Rp 3.887.892,00 

2. PSDH Agustus Rp 36.478.134,00 

3. PSDH September Rp 41.801.400,00 

4. PSDH Oktober Rp 59.329.260,00 

5. PSDH November Rp 76.609.152,00 

6. PSDH Desember Rp 1.184.166,00 

3.2.1.b. 

Bukti setor DR dan atau PSDH 

M Atas penerbitan SI PNBP PSDH PT Kelawit Wanalestari 

telah melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri 

sesuai dengan kode billing dan besarnya tagihan sesuai 

dengan SPP yang diterbitkan  yaitu Rp 219.290.024,00   

3.2.1.c. 

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 

hutan alam (termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk pembangunan 

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

M Hasil pengecekan tarif dan volume PSDH sesuai untuk 

penerapan tarif PSDH berdasarkan peraturan yang 

berlaku. (PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No 

P.68/Menhut-II/2014). Besarnya tarif PSDH untuk kayu 

HTI jenis Acacia mangium wilayah Kalimantan sebesar 

6 % dari harga patokan dengan tarif Rp 5.400/M3 

Indikator 3.3.1. :  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan 

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1.. 

Dokumen PKAPT 

M PT Kelawit Wanalestari melakukan pengangkutan dan 

penjualan kayu ke luar pulau Kalimantan yaitu ke 

Industri Pulp dan Kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper 

di Riau. 

PT Kelawit Wanalestari memiliki dokumen Pedagang 

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan Nomor 

PKAPT 17.01.1.03466 yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri 

Perdagangan Surat Nomor 43/SIPT/PKAPT/10/2017 

tanggal 16 Oktober 2017. Dokumen PKAPT PT Kelawit 

Wanalestari berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 

2022 
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Indikator 3.3.2. :  Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2. 

Dokumen yang menunjukkan identitas 

kapal 

M PT KWL melakukan pengangkutan dan penjualan kayu 

dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia 

sesuai identitas kapal yang tercantum SKSHHK yaitu : 

1. TK Berkat Rencana 21/ TB Delta 3 

2. TK Golden Voyage/ TB Delta 3 

3. TK Indo Sukses 11/ TB MTS 

4. TK Bina Sarana II/ TB Capricorn 76 

5. TK Capricorn 119/ TB Capricorn 118 

Indikator 3.4.1. :  Implementasi Tanda V-Legal. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1. 

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai 

ketentuan 

M PT Kelawit Wanalestari telah memiliki Sertifikat 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan 

Predikat SEDANG dengan Sertifikat Nomor 

014.SPHPL.019-IDN dari LPPHPL PT Trustindo Prima 

Karya dan telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai 

ketentuan. 

Penggunaan Tanda V-Legal PT KWL terdapat pula pada 

dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online sesuai 

ketentuan.  
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PRINSIP 4 :  Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan 

penebangan 

Indikator 4.1.1. :  Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan 

sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-

RPL 

 

M PT. Kelawit Wanalestari telah memiliki dokumen AMDAL 

berupa Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama Andal, RKL 

dan RPL yang telah disahkan dan disetujui sesuai 

dengan Surat Komisi Pusat AMDAL Dephut No 

SK.83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999 

 

 

Indikator 4.1.2. :  Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan 

menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M PT Kelawit Wanalestari telah memiliki dokumen 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun 

mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah 

disahkan.  Dokumen lengkap dan terdapat stempel 

pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen 

Kehutanan No. SK.83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 

1999 

4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan dampak penting aspek 

fisik-kimia, biologi dan sosial 

M PT KWL selama periode audit penilikan ke-1 telah 

menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL untuk 

periode semester II tahun 2016 dan semester I tahun 

2017. 

Laporan Pelaksanaan RKL RPL mencantumkan 

pengelolaan dan pemantauan pada Kawasan Lindung 

a. Sempadan Sungai = 111 Ha 

b. KPPN = 1.169 Ha 

c. DPSL = 929 Ha 

Hasil Observasi lapangan dijumpai adanya pengelolaan 

lingkungan berupa penandaan batas sempadan sungai,   

pengamatan flora dan fauna, pengamatan curah hujan, 

pengelolaan kawasan lindung, pemasangan plang dan 

rambu peringatan, pembuatan dan pemeliharaan jalan, 

parit, gorong-gorong dll. 
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PRINSIP 5 :  Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. :  Prosedur dan implementasi K3 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M - Terdapat Dokumen Standard Operational Prosedure 

(SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

PT Kelawit Wanalestari sebanyak 26 dokumen SOP 

yang merupakan Revisi ke-1 diterbitkan tanggal 09 

Maret 2017. 

- Terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang 

bertanggungjawab atas terselenggaranya K3 di 

lingkungan Perusahaan dengan Ketua Arnold Siagian, 

dan Sekretaris Jeffry (AK3 Umum) dan 15 Anggota 

- Pengurus P2K3 PT Kelawit Wanalestari telah disahkan 

oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Provinsi Kalimantan Timur dengan SK Nomor 

KEP.566/2047/P2K3/PPK/DTKT/2017 tanggal 19 Juni 

2017 ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur  H.Fathul 

Halim SE.MM NIP 19620112 198803 1 011 

5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

M - Terdapat daftar peralatan K3 PT KWL seperti APAR, 

APD, Kotak P3K, dll. 

- Terdapat daftar peralatan pemadaman kebakaran 

hutan. 

- Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya 

peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, Perlengkapan 

APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Base 

Camp PT KWL dan peralatan tersebut masih 

berfungsi dengan baik. 

- Terdapat poliklinik, Dokter kunjungan serta petugas 

paramedis atas nama Ermawati yang standby di 

Basecamp PT KWL Km 62. 

- Terdapat Struktur Organisasi Regu Pemadam 

Kebakaran dengan Fire Marshall Sdr. Jamaluddin, Fire 

Boss Sdr. Iwan dan 3 Tim masing-masing 1 orang 

Ketua Tim dan 6 orang Anggota. 

5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

M Terdapat laporan bulanan kecelakaan kerja yang 

disusun oleh Jeffry selaku Sekretaris P2K3/ K3 Officer, 

diperiksa oleh David Hotasi selaku FSD dan diketahui 

oleh Arnold Siagian selaku Distrik Manager. 

Selama bulan Januari – November 2017 dalam laporan 

tersebut tercatat kejadian kecelakaan kerja NIHIL. 

Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat 

kecelakaan kerja dalam bentuk pemberian/pembagian  

peralatan K3 seperti helm/topi keras, sarung tangan, 

masker dan APD lainnya kepada pekerja di lapangan, 

briefing K3 sebelum bekerja dan penerapan SOP K3 

pada setiap kegiatan di lapangan, inspeksi dll. 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 55 dari 57 
 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1.  

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

M Di dalam lingkungan kerja PT KWL terdapat Serikat 

Pekerja, yaitu Serikat Pekerja Perkayuan dan 

Perhutanan Indonesia. 

Pengurus Serikat Pekerja PUK SP Kahutindo PT KWL 

telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan 

dokumen bukti pencatatan PUK SP Kahutindo PT KWL 

di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat tanggal 

13 September 2013 yang ditandatangani oleh Kepala 

Dinas Tenaga Kerja  Drs. Hermanuddin, MM NIP 

19580828 199010 1 001 

Berdasarkan pada Berita Acara Pemilihan Pengurus PUK 

SP Kahutindo PT Kelawit Wanalestari tanggal 03 

Agustus 2017, susunan Pengurus Serikat Pekerja 

Perkayuan dan Perhutanan Indonesia PT KWL, sebagai 

berikut : 

- Ketua  : Anton Sulistyo 

- Sekretaris : Septian Paimbonan 

- Bendahara  : Jeffry 

- Dengan 7 Kepala Bidang 

Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 

yang mengatur hak-hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

M PT KWL telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) antara Manajemen PT KWL dengan 

Serikat Pekerja PT KWL Periode 2016-2018, berlaku 

mulai 17/10/2016 s/d 16/10/2018. 

Dokumen tersebut telah didaftarkan dan mendapat 

pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur, Nomor: Kep.560/2926/B.PHI & 

JAMSOSTEK/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang 

Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) antara PT Kelawit Wanalestari dengan Pimpinan 

Unit Kerja SP Kahutindo PT Kelawit Wanalestari (PUK SP 

Kahutindo PT Kelawit Wanalestari). 

Dokumen PKB tersebut, secara umum memuat aturan 

tentang ketentuan umum, pengakuan terhadap serikat 

pekerja dan fasilitas untuk serikat pekerja, hak dan 

kewajiban antara pengusaha dan pekerja, hari kerja 

dan waktu kerja, pembebasan dari tugas, pengupahan, 

tata tertib dan disiplin kerja, pemutusan hubungan 

kerja, jaminan kesehatan, keselamatan dan kesehatan 

kerja, santunan sosial dan kesejahteraan, penyelesaian 

keluh kesah dan ketentuan peralihan. 
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Indikator 5.2.3. :  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

M Hasil verifikasi Daftar Karyawan diketahui bahwa PT 

Kelawit Wanalestari tidak mempekerjakan karyawan/ 

pekerja di bawah umur.  

Karyawan termuda atas nama Grace Heidy Novita lahir  

di Samarinda 21 Juni 1998, mulai bekerja di PT KWL 

tanggal 10 Oktober 2016 saat yang bersangkutan 

berusia 18 tahun 3 bulan. 
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F. ilILAI AKHIR KINER'A PHPt PT KELAWIT WANALESTARI

-.
i rpnpl-t8 i Rev. L Tanggat 1 Aprit 2O1T 

i

Sffi#P#?3r,xrffi3o*Jo.
TrusUndo C

Ir Kurnia
Direktur

li:qi;l:j
i:j,.::..i

1, Indikator 1.1 67 Vo SEDANG ? 3

2. Indikator 1.2 83 o/o
BAIK 3 3

3. Indikator 1,3 93 o/o
BAIK 3 3

4. Indikator 1.4 78 o/o
SEDANG 2 3

5. Indikator 1.5 78 o/o
SEDANG 2 3

6. Indikator 2.1 80 o/o
SEDANG 2 3

7. Indikabr 2.2 92 o/o
BAIK 3 3

8. Indikator 2.3 86 Vo BAIK 3 3
o Indikator 2.4 87 Vo BAIK 3 3

10. Indikator 2.5 90 a/o
BAIK 3 3

11. Indikator 2.6 62 Vo SEDANG 2 3

t2. Indikator 3,1 81 o/o
BAIK 3 3

13. Indikator 3.2 67 o/o
SEDANG 2 3

14. Indikator 3.3 72 o/o
SEDANG 2 3

15. Indikator 3.4 83', o/o
BAIK 3 3

16. Indikator 3.5 67 Yo SEDANG 2 3

t7. Indikator 3.6 67 o/o
SEDANG 2 3

18. Indikator 4.1 73 Vo SEDANG 2 3

19. Indikator 4.2 73 o/o
SEDANG 2 3

20. Indikator 4.3 73 Vo SEDANG 2 3

2L. Indikator 4.4 67 o/o
SEDANG 2 3

22. Indikator 4.5 75 olo
SEDANG 2 3

JUMI.AH 58 66

NilaiKinerja PHPL I 
78,79Yo

(SEDANG)
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